
SALINAN I 

GUBERNUR l'Al'UA AARAT 

Pl>l<ATURAN GUBf;J{NUR PAPUA Bi\RAT 

NOMOR 21 TAI IUN '2022 

TENTA.NG 

TATA CI\RJ\ PJ•:NGELOLMN Bf-:LAN,JA HIBAH Di\N HANTUAN SOSIAI. YANG 

BERSUMHF.R DARI I\NO<.lARAN PENDI\PI\TAN DAN BELANJ/\ DAl(AAH 

))�;NGAN RI\HMATTUHAN YANG MJ\IIA E,SA 

GUIJJ•:RNUR PAPUA BARI\T, 

Menimhang 

Mengingal 

bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Peraturan Mcnteri 
Dalam Ncgeri Nomor 77 'J',ihuu 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah, perlu mcnctapkan 
Peraturan Gu bernur ten tang Tat;, Cara Pengelotaan Hdanja 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bcrsumbcr Dari Anggaran 

Pcndapatan nan Bclanja Daerah; 

1. undang-Undang Nomor 45 Tahun 1 'l99 tentang 

l'embcnt.ukan Provinsi Imm .Jaya Tengah, Provinsi lrian 

Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kaoupatcn Puncak Jaya Dan Kola Soru111; (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lcmbaran Negam Rcpublik Indonesia 

Nomor 3894) scbagaimana telah diuhah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 tcntang Pernbentukan Provinsi lrian ,lay-.i Tcngah, 



Provinsi Jrian Jay�, Barat, Kabupaten P;miai, 

Kabupatcn Mimika, xabupaten Puncak Jayn Dan Kuta 

Sorong (Lembaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neg,,rn Rcpublik 

Indonesia Nomor 3960); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tc:ntang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200 I Nomor 135, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beoerapa kali 
tcrokhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20'.l I 

tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 155, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 

Keuangan Negara [Lernbaran Neg;,ro Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 
telah diubah dengan Pcraturan Peroerintah Pengganti 

Undang Untlang Nomor I Tahun 2020 tentang 

Kchijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Kcuaugan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Oalam Rangka 

Mcnghadapi Ancaman Yang Memba.hayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Kcuangan (Lembaran Nc.gara Rcpuhlik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Trunbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 
4. Undang-Undang Nornor I Tatum 2004 tentang 

l'crhendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Talmo 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan K�uangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

xeuangan Uotuk Penanganan Pandemi Corona Virus 



Disease 2019 (Covid-19) Dan/1\tau Dalam Rangka 

Mengh,iclapi An cam an Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional fr.in/ Atau StabiJitas Sistem 

Keuangan [Lernbarun Negara Repuhlik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nmnor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengetolaan Dan Tanggung Jawab 
Kcuangan Negan, [Lcmbaran Negara l<cpublik 

Indonesia ranun 2004 Nomor 66, Tarubahan Lcmbaran 

Neg;ira Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan 

{Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 523'1) sebagaimana telah diubah 
bcbcrapa kali terakhir dcngan Umlang-Undang Nomor 
13 Tabun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentu kan Peraturan Perundang-Undang,m 

(l.<:mharan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negan, Rcpublik 

Indonesia Nomor (,80 lj; 
7. Undang-Undang Numor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarobahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagannana tclah diubah beberapa kali Lerakbir 

dengan Undang-Umlang Nomor 11 Tahun 2020 

rentang Cipta Kerja [Lernbaran Ncy,ara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamhahan 
Lembaran NcgarJ Republik Indonesia Nomor 6573); 

S. Uudang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor S60 I) 

sebagatrnana Lelah diuball dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 20'20 renrang Cipta Kerja (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomm· 6573); 

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 teatang 

Hubungan xeuangan Antara Pemenntan Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah [Lcmbaran Negara �epublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran 

Negara !�cpublik Indonesia Nomor 6757); 
JO. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah [Lcrnbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 5165); 

l l . Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

I tibah Dacrah [Lembaran Negara �cpublik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan ternbaran Negara 

Rcpublik lndonesia Nomor 5272); 

12. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Negara �epu blik Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
13. Peraturan l'cmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Kcuangan Daerah [Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lernbaran Ncg;in1 Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraiuran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 rentang 

Pengadaan Rarang/ Jasa Pemerintah (Lem baran Negara 

l<epublik lndonesia Tabun 2018 Nomor 3.'l) 

sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubatum At.as 
Peraturan Prcsidcn Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barangj'.Jasa Pcmcrint.ah (Lembaran Nr.gara 

�epu hlik Indonesia Tahun '2021 Nomor 63); 
15. Per<11 uran Menteri Oalam Negeri Nomor 77 Tahuu 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Kcuangan 

Daerah {I !erita Neg,irn Rcpuhlik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 



Menctapkan 

MEMUTUSKAN: 

TATA CARA P•:NGELOLAAN UI,;LANJA HIBAH DAN 

llANTUAN SOSIAL YANG BERSUMB�:R DARI ANGGARAN 

P•:NDAPATAN DAN HF.LAN,JA DAERAH. 

Bi\!3 I 

KF,TENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Gubcrnur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat, 
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Provinsi l'apua Baral. 
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presidcn 

Republik Indonesia ya,1g rnerncgang kckuasaan l'emerintahan Ne.gara 

Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalarn Undang-Undang 
Dasar Negara Repuhlik Indonesia 'f�hun 1945. 

4. Gubernur adalah Guberour Papua Darat. 
5. Sekretaris Dacrah adalan Sekrctaria Daerah Pmvinsi Papua tiara!. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya discbut DPRP!3 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l'rovinsi Papua Barat. 
7. Perangkat Dacrah yang sdanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu OubcmUt� dan DPRP8 dalam penyelenggaraan Urusan 

Pcmcrint.ahan yang mcnjadi kev .. ·en�mgnn Dacrah. 

8. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban dacrah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai deogan 

uang termasu k didalamnya S<:gal:< bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah. 
9. Anru,;aran Pcndapatan dan Bclanja Negara yang :;danjutnya disingkat 

APRN adalah rencana keuaogan tahunan pemerintahan negara yang 

disctujui oleh Dewan Pcrwakilan tla"-')-at. 
10. Anggaran f'cndapatan dan Bclanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

I\PBJ.>, adalah rencana kcuangan tahunan Pcmcrintahan Daerah yang 
dibahas dan disetuiui ocrsama oleh Pemerintnh Daer-db dan l>l'RPB, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
11. Pengelolaan keuangan daerah adalah kcseluruhan kegiatan yang 

rncliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pcngawasan keuangan daerah. 



l'.2. l'e.jabat Pengelotaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kcpala I3adan Pcngclolaan Keuangan dan Aset Dacr;1h y-.mg 

mempunyai tugas metaksanakan pengelolaan ,.\PHD dan bcrtindak 

sebagai Hcnduhara Umum nacrab. 
13. Satuan Kcrja Pengelola Keuangan Daerah yan_e; selanjutnya disingkat 

SKl'KD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah Provinsi 

Papua Baral. yang melaksanakan pengelelaan API3D. 
11. Satuan Kerja Perangkat naerah yang selaniutnya disingkat SKI'D adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi l'apua Baral selaku 

pengguna anggaran/barang. 
14. Tim Anggaran Pemcrintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPU 

adalah nm yang dibenntk dengan Kcputusan Kcpa]a Daerah dan 

dipirnpin oleh Sekretaris Dacrah yang mempunyai tugas mcnyiapkan 

serta melaksanakan kcbijakan Kepala Daerah dalam rangka pcnyusunan 

API3D yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daeran, PPKD dan 

Pc::jabat Iamnya sesuai dcngan kebutuban. 
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKf> y.,ng selanjutnya disingkat RKA­ 

l'l'KD adalah rencana kerja dan anggaran Pejaba1 Pengelolaan Kcuangan 

Daerah Provin si Papua Barat selaku I sendanara Umum uaerah. 

16. Rencana Kcrja dan Anggaran SKl'l> yang sclanjutnya disingkat �KA­ 

SKP!) adalah dokumen perencanaan dan pcnganggaran yang berisi 

program, kcgialan dan anggaran SKI'D. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang setaniumya disingkat DPI\­ 
SKPD mcrupasan dokumen yang mcmuat pendapatan <Jan belanja scuap 

SKPn yang digunakan sebagai dasar pclaksanaan oleh pengguna 

anggaran, 
18. I Iibah adalah pembertan uangj'barang atau jasa dari pemerintah dacrah 

kcpada pcmcrintan atau pemerintah daerah Ialnnya, perusahaan dacrah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang sccara spesillk telah 

ditetapkan peruntukannya, bersitat tidak wajib clan tidak mengikat, serta 
tidak secara tcrus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemertnrah dacrah, 

19. Hantuan sosial yang selanjutnya discbut Bansos adalah pemberian 

bantuan berupa uangj'barang dari pemerintah dacrah kcpada inclividu, 

keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifarnya tidak seeara 

tents menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kcmungkinan terjadinya risiko scsial. 
20. Risiko sosial adalah kejadtan atau pcristiwa yang dapai menimbulkan 



potensi terjadmya kerentanan sosial yang ditanggung oleh indtvtdu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai darnpak krisis sosial, 
kriais ekonomi, krisis, politik, Ienomena alarn dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosia! akan semakin tcrpuruk clan tidak 

dapat hidup dalam kondisi wajar. 
22. Naskah l'crjanjian I tibah Daerah setanjurnya disingkat NP!ID adalah 

naskah perjanjlan hibah yang hersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Daerah antara pcmerintah daerah dengan penerima hibah 

Pasal 2 

Maksucl ditetapkannya pedornan Pemberian I libah dan Bansos adalah sebagai 

pcdoman bagi PPKD dan SKPD rerkait dalam Penganggarnn, f'r.laksanaan dan 

l'cn;,1.ausahaan, Pcrtanggungiawaban dan Pclaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Dansos. 

r,,,.,,, 3 

Pcnyusunan Peraturan Cubernur ini bcrtujuan sebagai pedoman l,agi 

Pcmcrintah l)aei-ah dalam mclaksanakan pemberian llibab dan Ra.nsos agar 

berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta scsuai dengan 

ketenruan pcraturan perundang-undangan, 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Gubcrnur ini weliputi: 

a. Hibah; 
b. Dansos; 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan 

cl. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber 

dari APBD. 

BAB 11 
HIBAH 

Bagian Kcsatu 

Umum 
Pasal 5 

(IJ f'emerint:,h Daerah dapat memberikan hibah scsuai keruampuan 

keuangan Daerah. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada "Y"' (1) dapat berupa uang, barang 



atau jasa. 

(3) Hibah berupa barang, uang, dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diberikan olch SKPD terkatr atas nama Gubernur. 

(4) Pernbcrian hibah sebagairnana <limaksud pada ayat (ll dilakukan setelah 

memprioritaskan pemcnuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan 
pilihnn. 

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditujukan untuk 

menunjang pencapaian sasarnn program dan kegiatan l\:merintah 
l)a�mh sesuai urgensi clan kepentingan dacrah dalam mendukung 

tcrselenggaranya fungsi pemermtahan, pembangunan dan 
kcmasyarakatan dcngan mernperhatikan asas kcadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk rnasyarakat, 

(6) Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) memenuhi kriteria 

paling sediklt: 
a peruntukannya secara spesifik tclah ditctapkan; 

b. bersirar rtdak wajib, tidak mengikat; 
c. tidak secara torus menerus seuap tahun anggaran, kecuali: 

I. kepada l'crm:rintah dalam rangka mcndukung penyetenggaraan 
pcrncrintahan Daernh scpanjang lidak turnpang tindih 

pendanaannya dengan Al'BN dan sesuai dengan ketcntuan 

peraturan perundang-undangan. 
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau 

Perncrintah Daerah scsuai dcngan kewenangannya berdasarkan 

ketentuan pcraturan perundang undangan. 

�{. partai politik; dan/atau 
4. ditentukan lain olch pcraturan perundang-undangan. 

d. memberikan nilai rnanfaat bagi Pemerintah Daerah dalaro 

mendukung terselenggaranya Iungsi pemerintahan, pcmbangunan 

clan kcmasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Hibah dapat diberi.kan kepada: 

a. Pcmcrintah; 
b. Pcmerintah daerah lainnya; 

c. badan usana milik negara; 

cl. oadan usaha milik daeruh; 

c. badan dan lembaga; 



f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan 

g. partai poliuk. 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Pemcrintah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf 

a dibcrikan kepada satuan kerja dari kementerian/lernbaga pemerintah 
non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalarn Dacrah Provinsr 

Papua Barat. 
(2) Hibah kepada pemerintah daerah Ialnnya sebagaimana dimaksud 

dalam l'asal 6 huruf b dlberikan kcpada daerah otonom baru basil 

pemekaran daerah sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Bartan Usaha Milik Negara sebagatmana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangk:a untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dcngan ketentuan pcraturan 

perundang-undangan, 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan 

hibah yang diterima Pemerintah Dacrah dari Pemerintah sesuai dcngan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan clan lembaga sebagaimana dimaksud dalam !'asal 

6 huruf e diberikan kcpa<la Sadan dan Lembaga: 
a. yang bersitat nirlaba, sukarcla dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela clan sosial yang tclah memiliki 

Surat xcterangan 'l'erdaftar yang ditcrbitkan oleh Men1eri Dalam 

Negcri, Guhernur atau Aupati[Wali Kota; 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bcrsifat sosial kemasyarakatan 

berupa kclompok masyarak.-,t/kcsatuan-kesatuan rnasyarakat 

hukum adat sepanjang masih hidup c!"n sesuai dengan 

pcrkembangan rnasyarakat, clan keberadaannya diakui oleh 

Pernerintah danratau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau 
pcnetapan dari pimpinan instansi verrikal atau kepala SKI'D 

terkait sesuai dengan kewenangannya: atau 

d. Kopcrasi yang dic!irikan berdasarkan ketenruan pcraturan 

perundang-undangan dan merncnuhi kriteria yang ditctapkan oteh 

Pernerintah Daerah sesuai dengan kcwcnangannya. 



(6) llibah kcpada organtsast kcrnasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan 

kepada organtsasi kcrnasyarakaran yang berbadan hukuro, yayasan 

atau organisasi kcmasyarakaran yang hcrhmlan hukum, perkumpulan 

yang tclah bcrdiri minimal sclama 3 (ligaj tahun dan mcndapatkan 

pengesahan badan hukum dari kcmcntcrian yang membidangi urusan 
hukum dan hak usasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan. 

(7) Hibah kepada y-ayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: 

H. yayasan keagamaan; chm 
f. yayasan lainnya yang ditetapkan dalam Kcputusan Gubernur. 

(8) llilmh kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud clalam Pasal 
6 huruf e meliputi; 
a. baclan/kmbaga kcagamaan, dan 
h. bndandan lernbaga lain yanl( dttetapkan dalarn Keputusan 

Gubemur 

(9) Hihah kepada Partai Poli!ik adalah bclanja hibah berupa pembcrian 

bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 

DPRl'H sesuai dengan ketenruan pcraturan perundang-undangan. 

(10) tsesaran pcnganggaran betanja hantuan keuangan kepada partai politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kctcntuan 

peraturan pcrundang-undangan. 

P-asal 8 

(lJ Hihah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a 

dibcrikan dengan pcrsyuratan: 

a. Ilibah dari pemerintah dacrah clilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan Al'BN scsuai dengan ketentuan pcraturan 

perundang-undangan; 
b. Unit kerja pada Kementerian Ualam Negeri yang membidangi urusan 

perncrintahan di bidang Adrninistrasi Kependudukan dapat 

memperoleh llibah dari pemerintah dacrah untuk penyedtaan blanko 

kartu tanda pcnduduk elektron ik; 
c. Penyediaan sctiap kcping blangko kartu tanda penduduk elektronik 

tidak didanai dari 2 (dual sumber dana yaitu Hibah APBD maupun 

anggaran pcndapatan dan bclanja negara; dan 
d. Hibah kepada Pcmerintah dimaksud hanya dapai diherikan 1 [satu] 

kali dalarn tanun berkenaan. 



(2) me lam pirkan surat pcrnyataan bahwa kc,giatan yang dilaksanakan tidak 

dibiayai olch APBN atau sumber dana lainnya: 

(3) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselcnggaranya fungsi pernerintahan, pcmbangunan dan 

kcmasyarakatan: dan 

(4} mcmenubi persyaratan pcncrima hibah. 

Pasat9 

Hibah kepada Badan dan lembaga sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 

huruf e diberikan dengan persyaratan: 

a. mengajukan surat permohonanjproposal yang mernuar paling scdikit: 

I. laiar belakang; 

2. rnaksud dan tujuan; dan 

3. rincian anggaran kegiatan. 
b. kepengurusan bersifat tetap dan berkclanjutan dcngan masa 

kepengurusan masin berlaku dan diketahui oleh turnh atau Kepala 

Distrik; 
c. badan clan Iernbaga yang mempunyai induk organtsast di atasnya 

melampirkan surat kcputusan pernbentukan kepengurusan: 
d. badan dan lembaga yang dibcntuk berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan melampirkan peraruran pcrundang-undangan tentang 

pembentukannya; 
e. Berkedudukan dalarn wilayah Provmsi Papua narat dan/atau badan dan 

tembaga yang berkedudukan di tuar Pmvirrsi Papua 8.'lrJL dengan 

kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 

Provinsi Papua narat: 
f. rncmiliki surar kererangan domisili dari luruh; 

g. memiliki surat kcterangan terdaflar yang diterbitkan SKPD terkait alas 
nama Gubemur; 

h. untuk badan dan Jcmbaga yang bersifat nirlaba, sukarda bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kclompok masyarakat/kesatuan-kcsatuan 

masyarakat hukum adat, memiliki surat pcngcsahan atau penetapan dart 

pimpinan instansi vcrtikal atau kepala SKPO. 

i. pcngcsahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan 
oleh Kepala Kantor Kcrncntcrian y- .. mg wilayah kerjanya berada di Provinsi 

Papua Barat; 

J. pengesahan arau penetapan dari kcpa!a SKI'D, dtbcrikan olch Kepala 

Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi 



serta kewcnangannya; 
k. melampirkan fotokopi KTP atas narna kctua dan bendahara atau scbutan 

lain; 
I. memiliki NPWP organisasi; dan 

m. totokop: rekcning bank aras narna organisasi pada Bank Pembangunan 

Daerah Papua. 

Pasal 10 

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
6 huruf f diberikan dcngan persysratan: 

a. mcngajukan surat pcrmononan proposal yang mcmuat paling sedikit: 

J • latar belakang; 

2. maksud dan tujuan; dan 

3. rincian anggaran kegiatan. 
b. memiliki surat kcterangan terdafrar pada Kcmenterian bukum dan Hak 

Asasi Manusia/Ke.mcntcrian Agama di masing masing dacrah domisiu. 

c. bcrkcdudukan dalarn wilayah Provinsi Papua Barnt; 
d. mcmiliki surat keterangan domisili dari lurah; 
c. memiliki sekretariat tctap dengan alamat ynng jclas; 

f. memiliki surat keputusan kepcngurusan yang masih berlaku; 

g, organisasi kemasyarakatan yang ,neropunyai induk organisasi di atasnya 

metampirkan surat keputusan pembentukan kcpcngurusan; 
h. mempunyai program kcrja sesuai dengan lingkup kcgjatannya; 
i. meroiliki nomor pokok wajib pajak bagi organisasi; 

J· memiliki rckcning bank atas narna organisasi pada Dank Pemhangunan 

Dacrah Papua; dan 

k. melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua dan bendahara atau sebutan 

lain. 
Bagian Kedua 

PenganggaranHibab 

Pasal ! ! 

(1) Pcnganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKJ.'U terkait. 

Penganggaran bclanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat {l) dirinci 
menurut objek, rincian objck, dan sub rincian objck pada program, 
kegiatan, dan sub kcgiatan sesuai dcngan tugas dan rungsi PD terkait. 

(2) Pengangaran belanja hibah scbagaimana dimaksud pad aayat (1) dirinci 

menurut objck, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, 

kegiatan, dan fungsi Perangkat Daerah terkait, 



Pasal 12 

(II Pemerintah, Pcmerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerab, Badan clan Lembaga, serta Organisasi 

Kemasyarakatan dapat mengaiukan permohonan usulan hibah secara 
tertulis kcpada Gubemur. 

(2) Permohonan usu Ian hibah sebagaimana dimaksud pada ay-at ( I) dapai 

juga dituiukan kcpada Gubernur melalui kcpala PD terkait. 

(3) Gubernur mcnunjuk SKI'D ter!G1it untuk mclakukan evaluasi usulan 

hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 

(4) SKPD t.crkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang 

uigas yang diatur dalarn Peraturan Gubemur tcrkait tug-as fungsi PD. 

(fi) Dalarn hal alamat perrnohonan dlrujukan langsung kcpada Gubernur 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Cubernur meneruskannya 
dcngan dtsposisi kepada kepala SKPO rerkait atau kepada Sekretaris 

Daerah. 
((>) Dalarn hal dispostsi (;u bernur sebagaimana dimaksud pada ayar (SJ 

ditujukan kepada sckrctaris daerah maka sckretaris daerah 

meneruskannya kcpada SKPD terkait. 

Pasal 13 

(1) Permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat 

( I) dilengkapi dcngan dokumen proposal, persyaratan administrasi clan 

jika dioerlukan dokumcn tek.nis hibah untuk disampaikan dan 

diadministrasikan/dicatat melalui bidang yang melaksanakan fungsi 

surat masuk pada SKPD terkait. 
(2) SKPD tcrkait sebagaimana dimaksud pada ayat [I] melakukan pcnelitian 

kelengkapan pcrmohonan uautan hibah tcrhadap: 

a. proposal; 
b. persyaratan administrasi; dan 
c. dokumen teknis usulan hibah, jika diperlukan. 

(3) Permohonan usulan hibah dan proposal scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dibubuhi cap sternpet dan ditandatangani olen: 

a pimpinan/ketuajkepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi 
Pernerintah; 

b, kepala daerah bagi pemerintah dacrah lain; 
c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik daerah; 



d. kctua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, tembaga, dan 

e. ketua dan sekretaris atau scbutan Jain hagi organisast 

kemasyarakatan. 
(4) Apabila tcrdapat ketidakscsuaian antara pcrmohonan dengan propo.sal, 

pcrsyaratan udministrasi, dan dokurnen teknis usutan hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat Ill atau ridak memenuhi kelcngkapan 

pcrsyaratan secara adrninistratif, maka dikembalikall kepada pemohon 

yang bersangkutan, 
(5) Penelitian tcrhadap permohonan hibah dilakukan SKPn terkait. 

P,1sal 14 

( I) Surat permohonan diJampirkau dengan proposal, persyaratan 
adrninistrasi dan jika diperlukan, dokumen tcknis untuk permohonan 

hibah. 

(2) Proposal sebagaimana diJnaksud dalam ayat ( 1) paling scdikit rnemuat: 

a. latar belakang, berisi uraran tentang gambaran umum mengenai 
fakta dan perrnasalahan yang melatarbcla kangi dilaksanakannya 

kegiatan dan diajukannya usu Ian hibah oleh calon penerima hibah; 
h. rnaksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 

diajukannya permononan hibah oleh calon penerima hibah kepada 

Pemerintah Dacrah; 
c. domisili sekrciariat (lemb;iga/organisasi kcmasyarakatan), berisi 

uraian tcntang keberada.w/alamat sekretariar dari 

lembaga/organisasi kcmasyarakatan yang mengaiukan usulan hibah 

dan nomor telepon yang dapat dihuhungi sewaktu-waktu apabila 

dibutuhkan; 
d. jenis, dan jumlah barang yang dirnohon, berisi uratan tcntang jents 

dan jurnlah barang yang dimohon oteh calon penerima hibah kepada 

Pemerintah Provmsi; 

e. rencana, waktu dan tcmpat pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh eaten pcnerima h ibah. 

(3) Persyaratan adroinisr.rasi sc!,agaimana dimaksud dalam ayat ( I) hag; 

badan dan lcmbaga paling scdikit meliputi: 

a. memiliki surat Kctcrangan 'rerdaftar dari Menteri, Guberour, tlupati, 

Wali Kora atau pengesahan dan/atau penetapan dari Kepala PD atau 

lnstansi Vcrtikal; 
h. keoengurusan yang masih berlaku yang disah.kan oleh instansi 

pcmerinrah yang berwenang; 



c. surat pernyataan tanggungiawab; 
d. surat keterangan domisili dan kampung/kdurdhan seiempat; 

e. fotokopi kartu tanda peduduk yang masih berlaku atas nama kerua, 

sckretaris dan bcndahara at.au sebutan lain; dan 
f. Ioiokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lP.mh,1g;1 

eaten penerima ltiball. 
(41 Persyaratan administrast sebagaimana di.maksud dalarn a:r�•L ( !) bagi 

organisasi kemasyarakatan paling sedikit rneliputi; 
a. bukti tetan tcrdaltar pada kemcntcrian yang membidangi urusan 

hukum dan hale asasi manusia, kccuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-un<hlngan. 
b. akta notaris mcngenai pendirian ntau dokwnen lain yang 

dipersamakan; 
c. surat pemyntaan tanggung jawab; 
d. Nomor Pokok Wajib f'ajak; 

e. surar keterungan domtsili dari desa/kelurahan seternpat; 

i, fotokopi kartu tanda pcduduk yang maslh bertaku atas nama ketua, 

sckretar-is dan bcndahara arau sebutan lain; d.an 

g. fotokopi rekening bank yang rnasih aktif alas oama organisasi 

masyarakat calon penerima hibah. 

(5) Persyaratan dokumen teknis sebagaimana climaksud dalam ayat ( 1) bagi 

badan, Jernbaga dan organisasi rnasyarakat ditetapkan olch SKPD 

terkait. 

(6) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrcantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubemur ini. 

Pasal 15 

(JJ J'enyampaian pcrrnohonan hibah uang untuk dianggarkan dalam APBD 

paling lambat pada minggu pertarna bulan Oktober tahun anggaran 

sebelumnya. 
(2) Pcnyampaian pcrmohonan hibah untuk barang dianggarkan dalam 

APBD paling lambat pada mmggu terakhir bulan September tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3i Pt'.nyampaian permohonan hibah uang untuk ilianggarkan dalam 
Pcrubahan /\PBD paling Iarnbat pada minggu pcrtama bulan Juli tahun 

anggaran bcrjalan. 

(4) Penyampaian permohonan hibah barang untuk dianggark.an datam 



Pei-ubahan APBL> paling lambat pada minggu pcrtama bulan Juni tahun 

anggaran beriatan. 

{5) Dalarn kcadaan darurat termasuk keperluan mcndcsak, permohonan 

hibah dapat cilajukan dalam tahun anggaran berkenaan, 

tlagian Keriga 
Evaluasi Permohonan 

Pasal l (, 

[I] SKI'D rnclakukan evaluasi terhadap usulan permohonan hibah dalam 

bentuk uang, barang danj'atau jasa, 

(2) SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dalam Keputusan 

Ouben1ur. 

(3) SKPr> mclaksanakan evaluasi tcrhadap pcrrnohonan hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat [I] meliputi aspck lcg,,Iiuis, aspek admioistratifdan 

aspek substansi kegiatan, kewaiaran dan kepatutan biaya yang 

dtusutkan. 

(4) J.,,'valuasi aspck legalitas sebagairnana dimaksud pada ayat {3) yakni 

dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon oenenma bibah. 
(5) Evaluasi aspek adrninistrauf sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) yakn.i 

dengan meneliti kebenaran dan keberadaan dokurncn persyaratan 

admmistrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat 

(4). 

(n) r..'valuasi aspek substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) yakni dengan meneliti kesesuaian 

kegiatan yang diusulkan dengan program/kcgiatan SKPD dan/atau tidak 

tumpang tindih dengan program kcgiatan SKPD serta kewajaran dan 

kepatutan atas setiap komponr.n biaya yang diusulkan berdasarkan 

standar biaya sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan 
alau biaya yang bertaku umum di lingkungan Pemerintah Dar.rah. 

Pasat 17 

(I) Kepala S.KPO tcrkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) 

mcnyarnpaikan basil evaluasi berupa rekomendasi bcscrta daftar 

nominatif calon penerima hibah dun bcsaran hibah kepada Gubemur 

melalui 1'APD. 

(2) 'f/\PD rncmberikan per+imbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pacla ayat ( l) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 



keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif dan 
disarnpaikan kepada SKI'D tcrkait. 

{3) Aias pertlmoangan dan rckomendasi dari TAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayar (2), Gu bcrnur mernberikan Keputusan secara tertulis. 

(4) Gubemur rnemiliki kewenangan untuk mcmbcrikan pcrsctujuan seeara 

langsung atas permohonan hibah. 

(5) Format hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), terlarnpir datam Larnpiran yang mcrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraruran Guberrur ini. 

Pasal 18 

(I) Rckomendasi Kcpala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan 

langsung oubemur sebagaimana dimaksud dalam l'asal 17 ayat (1), ayai 

(2) dan ayat (4) menjadi dasar pcncantuman alokasi anggaran hibah 

dalam rancangan AP!3D I t\PI3D-P 

(2) Pcncantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal (11, 
rneliputi anggaran hibah berupa uang, harangdan/ataujasa. 

(3) Format hasil pcrtimbangan TAPD betanja hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat [I], tcrlampir dalam Lampiran yang merupakan bagfon tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubcrnur ini. 

Pasal 19 

(!} Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(21 f?KA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penganggaran hibah datam APflD. 

(3) Pcnganggaran h lbah sebagairnana dimaksud pada ayat (2} sesuai 
kctcntuan peraturan perundang undangan. 

Pasal 20 

(!) Daftar nama penenma, alamat penerima dan bcsaran hibah tereantum 
dalam Larnpiran Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Al'Hll. 

(2) Format Lampiran Peraturan Gubemur scbagatmana drmaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Oubernur ini, sebagai hagjan 

yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Gubernur tentang Penjabaran 

APBD. 



Bagian Kellina 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Paragraf l 

Pelaksanaan 

l'asal 21 

Pclaksanaan auggaran hibah berdasarkan aras OPA SKPD. 

Pasal 22 

( 1) seuap pembcrian hibah d ituangkan dalarn NPHD yang ditandatangani 

bcrsarna olch Kepata PD clan pcnerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimak,;ucl pada ayat (1) paling scdikit memuat 

ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 
c. bes;1ran/rirn.;ian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyajuran/pcnycrahan hibah; dan 
f. tata csra pelaporan hibah dan Pertanggungiawaban Hibah. 

(3) Gubernur melimpahkan kcwcnangan kepada pejabat di SKPD terkait 

yang memberikan rekomr.ndasi terhadap usulan hibah untuk 

mcnandatangani NPJJD. 
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada 

Penjabaran APBD dan l)f'A serta Keputusan Gubemur tentang 
penetapan pcncrima hibah. 

(5) NPHD disusun oleh SKPD terkait yang mcmbcrikan rekomendast. 

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 

(dual, bermaterai cukup. 
(7) Format Nl'HD sebagarmana dimaksud pada ayat ( 1) tercamum datam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Oubernur ini. 

Pasal 23 

(I) Cluhcmur menetapkan dartar penerirua hibah bcserta besaran uang atau 

jcnis barang atau jasa yang akan clihibahkan dengan keputusan 



Gubcrnur berdasarkan Peraturan Dacrah tentang J\f'HD dnn Peraturan 

Gu bemur teruang penjabaran APUD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud parla ayat (1) menjadi 

dasar penyaluran/pcnyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dun Pemerimah Daerah kcpada penerima 

hibah dilakukan sctclah penandatanganan NPHD. 

Pasal24 

Pengadaan oarang dan jasa dalam rangka hibah sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (l) bcrpedornan pada ketentuan peraruran perundang­ 
undangan. 

Pasal 23 

(1) SKPD pemberi rekomendasi penganggaran hibah menyiapkan rancangan 

Keoutusan Gubernur' tentang daftar penerirna hibah dalam bentuk 

uang/harang/jasa sesuai bidang I ugasnya berdasarkan Peraturan 
Daerah tcntang Af'BD dan Peraturan Guhernur tentang Pcnjabaran 

APBD serta rnengajukan draft tcrsebut kepada Gubcmur melalui Biro 

I lukum Sckretariat Daeruh Provinsi Papua Barat, 

(21 8Kl'l> terkalr membcritahukan kcpada calon penerima hibah tentang 

anggaran belanja hibah yang akan dibcrikan sesuat dcngan Peraturan 

Dacrah tentang APBD, Peraturan Gubcrnur tentang Pcnjabaran APBD 

dan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah 

dalam bentuk uang/ barang/jasa. 

(31 Penyiapan rancangan NPHD dan pcnandatanganan Nl'HD ,;cl,agaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayal (3) disusun bcrdasarkan hasil cvaluasi 
usulan pencairan dana hib<th dari pcncrima hib;ah yang tclah dHetapkan 

dalaru Kepurusan Gubemur. 

(4) Raneangan Nl'HD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleb 

SKI'D terkait pcmberi rekomendasi mcliputi: 
a. kesesuaian pagu anggaran dcngan usulan pencairan; 
b. kcsesuaian rencana penggunaan dana dengan kcgiatan yang 

dtusulkan: 
c. kewajaran dan kepatutan biaya yang akan digunakan berdasarkan 

standar biaya yang berlaku atau biaya yang berlaku umum di 

tmgkungan Pernerintah Dacrah; 

d. kebenaran dokumen pencairan. 



Pan1graf2 
Peuatausahaan 

Pasal 26 

Tata cara penatausahaan pelaksanaan bclanja hibah dalam bentuk uang dan 

barang/jasa berpedoman pada Pcraturan Gubernur tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang bcrlaku di lingkungan 

Pcmcrintah provtnst Papua Barut, 

Pasal 27 

Penerima bclanja hibah berupa uang maupun barang/jasa bertanggungjawab 

seoenunnva atas kebenaran dan keabsahan uokumen persyararan baik 
su bstansi maupun materiil. 

Bagian Keenam 
Pencairan Hibah Berupa Uang 

Pasal 28 
(1) Pcncairan hibah berupa uang didasarkan pada OPA/Perubahan Ol'A­ 

SKPD dan Nl'HO. 

(2) Pcncairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dcngan mekanisme 

pernbayaran Jangsung den disalurkan melalui rckcning Kas Umum 

OaP.rah ke rckcning bank penerima hibah. 

(3) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana tlimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), tcrlchih dahulu dileliti administrasi kclcngkapan dokumcn 

penerima hibah olch Bendahara SKPI) dan PPK-SKPD. 

(4) Dalam hal pcmbayaran be!anja hibah bcrupa uang dengan nilai di alas 

Up25.000.000.000,00 (dua puluh lima mityar rupiah), dapat dilakukan 

sec-am bcrtahap. 

(5) Pclaksanaan pernbayaran tahap berikutnya dilakukan setelah pencrima 

hdanja hibah menyarnpaikan Japoran penggunaan be!anja hibah tahap 

sebelumnya kepada Gubernur melalul SKPO dcngan tembusan kepada 

PPKD. 



Pasal 29 

(!) Penerima hibah berupa uang meng,,juk:an permohonan pencairan kepada 

Oubernur melalui SKPD terkait pemberi rekomendasi dengan format 
scbagaimana rercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

lidak terpisahkan tlari Peraturnn Gubcrnur ini. 

(2) Proses pencairan hibah berupa uang dilaksanakan olch SKPO terkait 

bcrdasarkan surat/ nota pennintaan penerbiran S!'P dan SPM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dcngan melengkapi persyaratan 

administrasi meuputi: 
a. Hi bah unt.uk Pemerintah dan pemerintah daemh lain, tcrdiri dari: 

l. surat permohonan pencairan hibah; 
2. salinan Nomor Pokok Wajib P,ijak; 

3. salinan surat kepurusan penunjukan sebagai PA/F.PA dan 

tscndahara kantor; 

4. salinan hTI' yang rnasih berlaku atas nama pimpinan mstansi, 

atau Kepala I »icrah, dan l3endahara yang tlilegalisir oleh Kcpala 

Distrik setempat; 
5. salinan rckcning bank yang rnasih aktif' atas nama Insransl 

dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya; 
v. salinan pcmhukaan rekening bank alas nmna/bagi 

Kementerian Negara/l.emb'1ga/Kainor/Satuan Kcrja, yang 

mendapat pcngesahan olch Kcmcntcrian Keuangan; 

7. NPIID; 
8. kuitansi rangkap 4 (crnpat], bermaterai cu kup, ditandatangani 

dan dibuhuhi cap stempel mstansi serta dicantumkan narna 

tengkap pimpinan instansi arau Kcpala Daerah; 
9. pakta integritas yang ditandatangani dan hermatcrai cukup: 
10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pcnggunaan belanja 

hibah; dan 
11. surat pcrnyataan SKPD tcrkait bahwa telah melaksanakan 

evaluasi usulan pencairan hibah. 
b. Hibah unluk Badan Usaha Milik Negaro/Hmlan Usaha Mitik Daerah, 

terdiri dari: 
l. surat permohonan pcncairan hibah; 

2. salinan Nomor Pokok Wa,iib Pajak; 
3. salinan KTP yang masih bertaku atas nama pinlpinan 

perusahaan daerah atau perseroan, dan Bcntlahara yang 

dilegalisir olch Kepala Disrik sctempat; 



4. NPHD; 

5. salinan rekening bank yani.: ruasih aktif atas narna pcrusahaan 

dacrah atau pcrscroan penerima hibah; 
6. kuitansi rangkap 4 (cmpat), bcnnatcrai cukup. ditandatangani 

dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan pcncrima 

hibah; 

7. pakta integritas yang drtaodatangani dan bermaterai cukup; 
8. surat pcrnyat.aan tanggungjawab mutlak pengguuaan belanja 

hibah; dan 

9. surat pernvataan SKPD bahwa tclah mclaksanakan cvaluasi 

usulan pencairan hibah. 

c. Hibah untuk badan, lcmbaga dan organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia paling sedikit terdiri clari: 

l. surat permohonan pcneairan hibah yang cliketahui oleh Kepala 

Kampung/Lurah dan Kepala Distrik; 
2. fotokopi t,;TP yang maslh berlaku atas nama punpman 

badan/ Jeni bag a/ organisasi kemasyarakatan, clan Bcndahara 

yang dilegalisasi oleh Kepala Distrik setempat; 
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi organisai 

kemasyarakatan; 
4. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas narna badan, 

tembaga dan orgarusasi kemasyarakatan yang dilegalisasi; 
5. NPHD; 

6. kuitansi rangkap empat, bermaterai cukup, ditandatngani 
k�tua/pimpin:;m dan bendahara organrsasi kemasyarakatan 

dan dibubuhi cap organisasi serta dicantumkan nama kngkap 
Ketua/Pimpinan dan Bendahara; 

7. pakta intcgritas yang ditandatangani dan bermaterai cukup; 
8. surat pernyataan tanggung jawab mullak penggunaan bt:Janja 

hibah; dan 

9. surat pcrnyaiaan SKI'D oahwa tcian melaksa.nakan evaluast 

usulan pencalran hibah, 

(3) Persyaratan administmst sebagalrnana dimaksud pada ayat (2) secara 

rinci diatur dalam Standar OperasionaJ Prosedur yang diterbitkan oleh 
nun. 

(4) Berdasarkan SPM, Kuasa BUD menerbitkan SP'.2D bc:lanja hibah. 
(5) Penerbitan SPM, dan SP'2D sebagaim.ana dimaksud pada ayat (41, 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 30 

Pcnerima hibah berupa uang beriangguug jawab sepenuhnya sccara fonnal 

atas kcbcnaran dan keabsanan dokurueu persyaratan kepada Pcmcrintah 
n:=i�rnh dan juga bertanggung jawab sccara material atas peuggunaan bibah 

yang diterimanyu. 

Bagian Kerujuh 

Penyaluran Hibah Derupa Darang atau .rasa 

Pasal 31 

(1) SKPD terkan metakukan proses pengadaan narang atau jasa sesuai 
DPA/Pcrubahan DPJ\-SKPD dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan tcntang pengadaau barang/jasa 

pemerintah. 

(2) Pernbayaran belanja langsung berupa hibah barang atau jasa dilakukan 

dengan mekanisme UP/GU/TU/1.S kepada pcnycdia baraug/jasa dan 

mempedornani sistcm dan prosedur pengclolaan kcuangan daerah yang 

berlaku. 

(3) Pcnycrnhan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait 

kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. bagi hibah untuk Pemerintah dan pemcrintah daerab lain, terdiri 

atas: 
1. berita acara serah terirna rangkap cmpat, bermaterai cukup, 

ditandatangani dan dihubuhi cap insiansi atau i>acrah lainnya 

scrta dicantumkan nama Jengkap pimpinan instansi atau 

xcpala Daerah; 

2. NPHD; 
3. Ioiokopi KTI, atas rtarna pimpinan insmnsi atau Kepala Daerah 

pcnerima hibah; dan 

4. surat pernyataan tauggung jawab mutlak. 

b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas: 
I. l.lerita Acara Serah Terima rangkap cmpat, bermaterai cukup, 

ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau 

perseroan serta dicantum.kan nama tengkap direksj; 

2. NPHD; 

3. salinan KTP atas narna direksi perusanaan daerah atau 

pcrscroan; 
4. surat pernyataan tanggung jawab; dan 



5. persyaratan lainnya sesuai dcngan ketentuan pemturan 
perundang-undangan. 

c. Hibah untuk badan, tcmbaga dan organisasi kemasyarakatan, paling 

sertikit tcrdiri atas: 
I. Bcritu Acara Scrah Terima rangkap crnpat, terdiri dari '2 (dua) 

bcrmaterai cukup, ditandarangani olch ketua/pimpinan dan 

sekretaris, dibubuhi cap badan/tembng;1/organisasi sorta 

dicantumkan nama lengkap kctua/ pimpinan dan sekretaris 

badan/lcmbaga/organisa�i; 

2. NPHD; 
3. Iotokopt KTP atas nama kcr.ua/pimpinan dan sekretaris 

lcmbaga/organisasi; dan 
4. surai pernyaraan tanggung jawab rnutlak. 

�,gian Kedelepan 

Penggunaan 

Pasal 32 

(1) Pcnerima belanja hibah wajih menggunakan hibah sesuai Nl'Hl> 

da.n/atau pcrubahan Nl'IID. 

(2) Penerima bclanja hibah dilarang rnengalihkan hibah yang diterima 

kepada pihal< lain. 

(3) Pcncrima belanja hibah wajib mcl.aporkan dana hibah yang bclum 

digunakan tcrhadap kegiatan hibah yang bclum selesai dilaksanakan 

sampai dengan akhir tahun anggaran dan melaporkan rencana kcgiatan 

menggunakan sisa dana yang tersedia scsuai rlengan rincian 

pcnggunaan dana. 

(4) Pcnerima belanja hibah wajib mengembalikan sisa dana hibah yang 

tidak digunakan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. 

R;igian Kesembilan 
Pcrtanggungjmvaoon dan Pelaporan 

l';Jragraf l 

Pertanggungjawaban 

Pasal 33 

Pertanggungjawaban Perncrintah Daerah alas pembcnan hiball meliputi: 



a. permohonan/usulan dari calon penerima hibah kcpada Gubcrnur; 

b. kepuiusan Gubernur tentang penetapan daftar pcnerirna hibah; 

c. NPHD; 

d. pakta Integritas dari penertma hibah yang mcnyatakan bahwa hibah 
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana 

format yang tecantum dalam 1..ampirnn yang rncrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 

c. Bukti transfer uang (SP2D) alas pcrnberian hibah berupa uang, atau 

bukti serah terima (Berita Acara) atas pemberian hibah berupa 

barang/ jasa: dan 
f. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang menyatakan 

bahwa hibah yang dlterima akan digunakan sesuai dengan r..-PHD. 

l'asal 34 

( 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Htoah 

kepada Oubernur melalui SKPD tcrkait dengan tembusan Pl'KD dan 

bertanggung jawab scram formal serta material atas penggunaan hibah 

yang diterimanya. 

(2) Penerima llibah berupa barang arau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan Hibah kcpada Gubcrnur mclalui kepala SKPD dan 

bertanggung jawab scram formal scrta material atas penggunaan hibah 

yang diterimanya. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan hibab sebagaimana ctimaksud pada 
syat ( I J dan ayat (2), tcrdiri atas: 

a. penggunaan hibah berupa uang, mcliputi: 
I. taporan penggunaan hibah; 

2. surat pemyataan tanggung jawab yang mcnyatakan bahwa 

hibah berupa uang yang ditcrirna telah digunakan sesuai dengan 

NPHD; 
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
4. apabila ada sisa dana yang tidak dipcrgunakan olch pcncnma 

hibah, rnaka sisa dana dimaksud harus disetorkan ke kas 

Daerah. 
b. pcnggunaan hi bah berupa barang atau jasa, meliputi: 

I. laporan penggunaan hibab.; 

2. surar pernyaraan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah 

berupa barang atau jasa yang ditcrima tclah digunakan sesuai 



dengan NPHD; dan 

3. salinan bukti seran terima barang aiau jas;i 
(4) Penerima hibah bertaeggung jawab atas kebenaran dan keabsahan 

laporan penggunaan hiball sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nurur a 

angka 1 dan huruf b angka I. 

(S) Pcncrima hibah sclaku objck pcmcriksaan, wajib rucnyimpan bukti 

pengeluaran yang lcngkap dan san atau salinan bukti serah tcrima 

barang atau jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 

dan huruf h angka 3. 

(6) Penyimpanan bukti-bukti pcngcluaran atau salinan bukti serah tcrima 

barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(7) Format pertanggungjawaban penggunaan hibah scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3) hurul a angka 1 dan 2 dan huruf b angka l dan 2 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ridak tcrpisahkan 
dari J'(:n1tur.in Oubernur in.i. 

Paragraf2 
Pclaporan 

Pasal 35 

(1) Laporan penggunaan hihah bcrupa uang/barang/jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 1 dan 2 dan huruf b 

ungka l dan 2, disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur 
melalu i Kep,tla SKPn terkait selaku pcngguna anggaran dan 

ditembuskan kepada f'f'Kll. 

(2) Laporan penggunaan hibah scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling 

lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan .lanuari tahun anggaran 

berikuinya, kecuali ditentukan lain scsuai ketentuan peraturan 
pcrundang undangan. 

Pasal 36 

[I] Laporan pcnggunaan hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
metiputi: 

a. sural pcng;mlar yang ditujukan kepada Gubemur melalui l'l'K­ 

SKPD; 
b. laporan kegiatan, paling sedikit terdiri atas: 

I. latar bdakang, bcrisi uraian tcntang gambaran umwn mengenai 



pelaksanaan kegiatan yang tctah dilakukan oleh penerima hibah; 

2. maksud clan tuiuan, berisi uraian tcntang maksud dan tujuan 
drsusunnya taporan penggunaan hibah; 

3. ruang Iingkup kegiatan, berisi basil kcgiatan yang tclah 

dilaksanakan scsuai dcngan proposal hibah yang telah diajukan; 
4. realisasi pclaksanaan kcgiatan berisi uratan tentang anggaran 

yang telah dibelanjakan. 

5. daftar personalia berisi uraian tentang panitia atau peserta yang 
ikut serta dalam kegiatan; dan 

6. penutup berisi uraian tentang hal-hal yang pcrlu unruk 

clisampaikan oleh penerima hibah tcrkait dengan kegiatan yang 

tclah dilaksanakan. 
c. laporan keuangan, mcliputi: 

I. realisasl penerimaan hibah; dan 

2. realisasi penggunaan. 

d. fotokopi laporan pertanggungiawaban penggunaan ht"bah; 
c. lampiran berupa dokumen pendukung lainnya/dokumentasi 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) bermatcrai cukup dan 

ditandatangani, scrta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pirnpi,1a,1 instansi 

pernerintah, 0ubcmur/8upati/Wali Kota, dircktur, atau ketua/pimpinan 
organisasi rnasyarakat. 

(3) Format !aporan penggunaan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dan ayat (2), tcrcanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

tcrpisahkan dari Pcraturan Gubcrnur ini. 

Pasal 37 

(I) Hihah herupa uang/harang/jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja 
hibah <lalam program, kegiatnn dun sub kegiatan pada SKPD terkait 

dalarn tahun anggaran berkcnaan. 

(2) SKPO terkait melalrukan pencatatan realisasi hibah, untuk selanjutnya 
dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah dalam tahun 

anggaran bcrkcnaan. 
(3) llibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kcpada pcncrima 

hibah sampai dcngan akhir tahun anggaran berkeoaan, tlilaporkan 

sebagai persediaan dalam neraca, 
(4) Realisasi hibah berupa barung atau jasa dikonversikan sesuai Stanrlar 

Akuntansi f'r.mr.rintah pad" laporan reatisast anggaran dan diungkapkan 



pada catatan ala� laporan keunngan dalam penyusunan Laporan 

keuangan Daerah Pemerintah llaerah. 

Pasal 38 

( I) Dalam ha! penerima hibah lidak menyarupaikan pertanggungjawaban 
sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 35, 

1-'emerintah Daerah memberikan peringatan pertama secara tertulis 

kepada penerima hibah. 

(2) Apabita dalam waktu 2 (duaJ mmggu setetan peringatan pertama 
ditcrima olch pcncrima hibah, dan pcncrtma hibah tetap lidak 

rnenyarnpaikan pertanggungiawaban yang dipersyaratkan, l'emerintah 

Daerah memberikan peringatan kedua sccara tcrtulis kepada penerima 

hihah. 

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima 

olch pcnerima hibah, dan pcncrima hibah tctap tidak menyampaikan 

pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Dacrah 

mernberikan peringatan kctiga secara tertulis kcpada pencrima hibah. 
(4) Apabila dnlarn wakru 2 (dua) minggu setetan peringatan keliga diterima 

oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan 
pertanggungiawaban yang dipersyaratkan, Gubernur rnenugaskan 
lnspekLorat Provinsi Papua Baral untuk mclakukan pcmcriksaan 

terhadap penerima hrbah drmaksud. 

Bagian Kesepuluh 
Audit 

Pasal 39 

( I) Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang daa/atau jasa sewakui­ 

waktu dapat dilakukan audit/pemeriksaan oleh Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah, 
(2) P�nggunaan belanja hibah berupa uang dengan nilai mulai 

Rp2.000.000.000,00 (oua miliar rupiah) ke atas wajib diaudit oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah atau Kantor Akuntan Publik paling 
lambat 25 (dua puluh lima] hari kerja setelah pelaksanaan kegjatan 
selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau jumlah lain atas perintah 

Oubernur. 
(3) Audit schagaimana dirnaksud pada ayar (!) dan ayat (2) ditakukan 

meliputi: 



a. kesesuaian penggunaan bclunja hibah dcngan NPHD dan rcncana 

anggaran belanja; 

b. kepatuhan tcrhadap ketentuan peruturan perundang undangan. 

(4) Laporan hasil audit belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur. 

BABIV 

DANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 40 

(1) Pemerintah Dacrah dapat mcmberikan bantuan sosiaJ kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pernbcrian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan setelah metnprioritaskan petnenuhan bdanja, urusan wajili 
dan urusan pilihan scsuai dcngan Rcncana Pembangunan Jangka 

Menengah Dacrah, kccuali ditcntukan Jain scsuai dcngan kctcntuan 

pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana di.maksud dalam Pasal 40 ayat 
(1), meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 
tidak staoit sebagai akibat dari krisis sostal, ckonomi, politik, bcncana, 

atau fenomena atarn agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga nonpernerintahan bidang pcndidikan, keagamaan, sosial dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelornpok, 
dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

Pasal 42 

( I J Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada: 
a. penerirna beasiswa bagi anak miskin; 

b. yayasan pcngdola yatim piatu; 
c, nclayan rniskin; 

d. masyarakat lanjut usia; 
e. masyarakat tertamar; 

f. pcnyandang cacat bcrat; dan 



g. t.unjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

(2) Hant.uan sosial berupa barang dibcrikan secara langsung kepada: 

a. kcndaraan opcrasional unruk sekolah luar biasa swasta dan 

masyarakat tidak mampu; 

b. peranu untuk nelayan miskin; 

c. makanan/pakaian kepada yatim pia1u/1unn sosial; dan 
ct. ternak lmgi kelornpok masyarakat lrurang mampu. 

Pasal43 

(1) Hant.uan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (I) dan ayar 

(2) terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat 
direncaaakan sebelumnyn. 

(2) 13antuan soslat yang dircncanakan sebagarmana dirnaksud pada ayat (1) 

dlalokasikan kcpada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakai 

yang sudah jelas narna, alamat penerima dan besarannya pada saat 
oenyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon 

penerima, 
(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) dialokasikan untuk kebutuhan al'11>at risiko 

sosial yang tidak dapat dlperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 
lcbih besar bagi individu rlan/atau keluargayang bersangkuran. 

(5) Pagu alokasi anggaran bantuan sostal yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana tlimaksud pada ayat (4) tidak mclcbihi pagu 

alokasi anggaran yang direncanakan. 

({>) Pcnganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam 

belan]a tidak terduga, 

(7) Pengelclaan bclanja tidak terduga sebagalmana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
K riteria Pce:mtx:rl;in Bantuan Sosial 

P.J&tl 44 

(1) Pemhe.rinn banruan sosial harus dilaksanakan dcngan kctcntuan: 

a. selektif; 
b. mernenuhi persyaratan pcncrtma bantuan sosial; 



c. bcrsifa; sementarn dan tidak terns menerus, kecuali d;daro keadaan 

tcrtcntu dapat berkelanjutan; dan 
d. sesuat dengan tujuan pcnggunaan. 

(2) Kriteria sclcktif sebagaimana dirnaksud pada ayal (I) huruf a diartikan 

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada caton pcnerima yan,_� 

diruju kan untuk melindungi clmi kemungkinan risiko sosial dan tidak 

unt.uk dibcrikan kernbali sebagai bantuan kepada pihak lainnya. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bant.uan sosial scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) nurur b meliputi: 

a. memiliki identitas yangjelas; dan 
b. berkedudukan dalam ";!ayah adrninistrasi Pemerintah l'n.-insi 

Papua Barat. 

(4) Kriteria bersifat sernentara clan Lidak tents mencrus, kecuali dalam 

keadaan tcrtentu dapat berkclanjutan sebagaimana dimaksucl pada ayat 

(!) nurur c diartikan oanwa pernbcrian bantuan sosial tidak wajib dan 
tidak harus diberikan seuap tonun anggaran. 

(SJ Keada,in tertcntu dapat berkclanjutan sebagaimana dimaksud pada ayar 

(1) huruf c diarlikan bahwa bantuan sostai dapat dibcrikan sctiap tahun 

anggaran sampai pcncrima bantuan telah lcpas dari risiko sosial. 

(6) Kritcria sesuai tujuan pcnggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf d diartikan bahwa tujuan pcmberian bantuan sosial mcliputi: 

a. rehabnitasi sosial; 

b. pcrlindungan sosial; 
c:. pemberdayaan sosial; 

cl. jaminan sosial: 

c. penanggutangan kcmiskinan; dan 
f. pcnanggulangan bencana. 

Pasal 45 

13entuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam l'asal 11 ayat (2) dan ayat 

(5) melipnti: 
a. risiko yang krkait dcngan siklu�; hidup seperti kclaparan, penyakit 

kekurangan gizi, cacat Iisik dan/arau mental, masyarakat tcrlantar, 
anak-anak yatim piatu, orang Ianjut usia/jompo, dan orang saktt; 

b. risiko yang terkait dengan konclisi ckonomi seperti fakir miskin, 

pclajar/mahasiswa dari keluarga tidak marnpu, dan tuna wisma; 

c. risiko yang tcrkait deugan lingk-ungan seperti kekeringan, banjir, gempa 

bumi, tanah longsor, bencana alam lamnya, dan tr.risolasi/ masyarakat 

tcrunggal. 



Hagian Kctiga 

Tujuan <Ian .Jenis Kegiatan 

Pasal 46 

( 1) Rehabilitasi sosial sebagatrnana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) huruf 

a ditujukan untuk memulihkan clan mengembangkan kemampuan 
scscorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat mdaksanakan 

fungsi sostalnya secant wet jar. 

{2) Perlindungan sosial scbagairnana dirnaksud dalarn !'\lsal 44 ayat (I>) 

huruf b ditujukan unt.uk mcncegah dan menangani risiko dart 
guncangan dan kcrcntanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipcnuhi scsuai dcngan 

kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) 
huruf c ditujukan untuk mcnjadikan scseorang atau kclompok 
masyarakat yang mcngalami masalah sosial mempunyai daya, schingga 
marnpu mernenuhi kcbutuhan dasarnya. 

{4) .laminan sosial sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 44 ayat (6) buruf d 

merupakan skerna yang rnelembaga untuk menjamin penerima bantuan 

agar dapat mcmcnuhi kcbutuhan dasar hidupnya yang layak. 
(5) Penanggulangan kemisktnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (6) huruf c merupakan kebijakan, program, dan kcgiatan yang 

dilakukan tcrhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mcmpunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 

rnernenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud datam Pasal 44 ayat 

(6) huruf f merupakan scrangkaian upaya yang ditujukan untuk 

reha bilitasi pasca bcncana, 

Pasal 47 

(!) .Jenis kegiatan rehabilitasi sosial scbagcimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (6) huruf a vang dapat diberikan bantuan sosial melipuu; 

a. pernbinaan kewirausahaan; 

b. bimbingan mental spiritual; 
c. bimbingan fisik; dan 
d. birnbingan sosial dan konseling. 

(2) .Jents kegiatan pertindungan S<>.�ial scbagairnana dirnaksud dalam l'>!s;ll 

44 ayat (6) huruf b yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputl: 



a. bantuan langsung; 

b. penguaran kelernbagaan; 

c. advokasi sosial; dan 

d. bantuan hukum. 

(3) .Jenis kegraian pemberdayaan soslal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (6) huruf c yang dapat diberikan belanja bantuan sosi.al mclipuli: 
a. pcningkatan kernauan chm kemarnpuan; 

b. pelatihan ketcrampilan; 
c. peralatan usaha dan tempat usaha; 

d. peningsatan akses pemasaran hasil usaha; 

e. penataan lingkungan: 
L supervisi dan advokasi sosial; dan 

g. pendampingan. 

(4) Jenis kegiatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 44 
ayat (6) huruf d yang dapat diberikan belania bantuan sosial mcliputi 

runjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan 

sosial. 

(5) Jenis kegiatan penanggulangan kero.iskinan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 44 ayat (6) huruf e yang dapat diberikan belanja bantuan 

sosial mehputi: 

a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 

b. pclayanan sosial; 

c. pcnycdiaan kcscmpatan kcrja dan berusaha; 

d. pcnycdiaan akscs kcschatan dasar; 

e. penyediaan akses pendidikan dasar; dan 

f. penyediaan akses pelayanan perurnahan dan pemukiman. 

(6) .Jenls kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (6) hurur r yang dapat dibcrikan bclanja bantuan sosial 

mcliputi: 

a. pcnyediaan dan penyiapan pasokan pernenuhan kebutuhan dasar, 
berupa air hersih clan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan 

penampungan: 
b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan 
c, hantuan pcrbaikan rumah masyt • arakat, 



Oagian Kecrnpat 

Pengajuan dan Pcrsyaratan Perruohouan 

1';1,;:,I 48 

(l) Anggot.a/kelompok masyarakat scbagaimana dirnaksud daJaro l'asal 40 

ayal (1) dapat mengajukan pcnnohonan tertulis bantuan sostat kepada 

Oubcrnur. 

(2) Pcrmohonan tertulis sebagalrnana dimaksud pada ayat (I) dapat 

disarnpaikan kepada SKPD tcrkait. sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Gubernur menunjuk SKI'D terkait untuk melakukan c:valuasi 

permohonan tcrtulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) SKPll terkait scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) sesuai dcngan bidang 

t.ugas yang diaiur dalam Peraturan Gubcrnur tcrkait tugas fungsi PO. 

(5) Permohonan rerrults scbagaimana <limaksud pada ayat (I) dilcngkapi 

dengan proposal, pcrsyaratan administrasi dan jika diperlukan dokumen 

tcknis bantuan sosial disarnpaikan dan diadministrasikan/dicatat 
mclalui bidang yang melaksanakan fungsi surat masuk. 

(f)) l'crmohouan tertulis bantuan sos-kl! dan proposal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dibubuhi cap stempel dan ditandatangani olch: 

a. ketua clan sekretaris atau sebutan lain bagi Jembaga 

nonpemerintahan; dan 
b. pemohon dan clikctahui serta dibubuhi cap ITT/RW, Lurahj Kepala 

Kampung bagi individu, keluarga, dan / atau masyarnlmt. 

(7) SKPD lerkait melakukan pcnelitian kelengkapan permohonan tertulis 

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ,iyat (1) tcrhadap: 

a. proposal; 

b. persyaratan adrninistrasi; dan 
c. dokumen teknis usutan banruan sosial jika dipcrlukan. 

(8) Apabila terdapat kctidakscsuaian antara surat permohonan dengan 
dokumen proposal, pcrsyaraian adminisrratif dan jika d.ipcrlukan 
dokumen teknis usulan bantuan sosial sebagatmana dimaksud pada 

ay,it (7) tidak mernenuhi kelengkapan persyaratan secara administ.ratif, 

maka dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan, 



(I) Perrnohonan tertulis 
dimaksud dalam Pasal 
informasi tentang: 
a. latar lM:1',kang; 

b. maksud dan tujuan; 

c, hasil yang diharapkan; 

PasaJ 49 

bagi Ieuibaga nonpemerintah scbagaimana 

41 huruf b, dilengkapi proposal yang mcmuat 

d. lokasi pelaksanaan; 

e. waktu pelaksanaan; 

f. data umum organisasi/lc:mbaga; 

g. alamat lengkap; 
h. daftar personalia pclaksana dun susunan kepengurusan lcmbaga; 

i. rencana anggaran biaya; 

j. nornor rekening bank yang masih berlaku; 
k. nomor pokok wajib pajak; dan 

I. penutup, 
(2) seratn proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (!), pcrmohonan 

bantuan sosial 1� lembaga non pemerintahan, wajib mclampirkan 

persyaratan administrasi, meliputi: 
a. akta notaris rnengenai pendirian lembaga atau dokumcn lain yang 

dipcrsamakan; 
b. surat pcrnyataan tanggung jawab; 
c. surat keterangan domisili dari desaj'kcluruhan setempat; 
d. izin operastonal/ tanda dafiar Iembaga dari instansi yang berwenang; 

e. bukti kontrok sewa gedung/lmngumm, !r.lgi lembaga yang kantornya 
rnenycwa; 

f. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku alas nama ketua 

dan sekrctaris atau sebutan lain; dan 

11,. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lernbaga dan 

dileg;,lisir oleh bank berkcnaan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf a, 
nurur d dan huruf f, untuk belanja bantuan sostat kepada Icmbaga 

nonpemerintah yang bersifat nonfonnal yang bcrperan melindungi 

individu, kelompok, dan/alau masyarakat dari kemungkinan tcrjadinya 

risiko sosiaL 



Pasal 50 

(1) Pcrmohonan tertulis bagi individu, keluaraa, dan/atau masyarakat 

scbagaimana climaksud dalam Pasal 41 huruf a, paling scdikit memuat 

informasi tentang: 
a. maksud dan tujuan penggunaan; 

b. jumlab bantuan sosial yang dimohonkan; 

c. idcntitas lengkap penerima bantuan sosial, tcrdiri atas: 

l. nama Iengkap; 

2. tempat dan tanggal lahir; 

3. alamat lcngkap; dan 

4. pekerjaan atau aktivitas. 
d. Salinan arau fotokopi nomor rekening atas nama penerima helanj;i 

bantuan sosial; dan 
e. salinan atau fotokopi KTP elektronik. 

(21 Permohonan icrtulis bagi individu, ketuarga, dan/atau masyarakat 

sebagairoana dimaksud pada ayat (1), dilcngkapi dcngan proposal paling 

sedikit meliputi: 
a. latar bela.kang; 
h. su su nan kcpengurusan bagi masyara kat; 

c. domisili sckrctarial; 
d. salinan KTP elektronik yang masih bcriaku; dan 

e. salinan rckcning bank yang masih aktif atas nama individu, 

keluarga, dan/alau masyarakat dan dilegalisir olch hank berkeuaan, 

(3) Persyaratan administrasi bagi individu. keluarga, dan/atau rnasyarakat 
paling sedikit meliputi: 

a. surat keierangan domisili dari dcsaj'kclurahan setempat, 

b. fotnkopi J...'TP elektronik yang masih berlaku atas nama individu, 

keluarga, dan/atau kctua, sekrctaris dan bcndahara atau sebutan 

lain bagi masyarakat; dan 
c. Iotokopi rekening bank yang rnasih aktif alas nama individu, 

keluarga, dan/atau masyarakat calon penerima bantuan sosial. 

(4) Persyaratan dokurncn teknis usulan bantuan sosi;il bagi individu, 

kcluarga, dan/atau masyarakat ditctapkan oleh SKPO terkait. 

Pasal 51 

(I) Penyampaian pcrmchonan bantuan sosial unluk U::>A.'l dianggarkan 
dularn APnn paling Iambat pada minggu J"'rtama Oktobcr tahun 

anggaran sebelumnya. 



(2) Pcnyampaian permohonan bantuan sosial untuk barang dianggarkan 

dalam 1\Pllll paling lambat minggu terakhir bulan September tahun 

anggaran scbclumnya. 

(31 Penyampaian permohonan bantuan untuk sosial uang dianggarkan 

dalarn Pcrubahan l\Pflll paling larnbat pada minggu pertama Juli tahun 
anggaran berialan. 

(4) Penyampaian permohonan hantuan sosial barang untuk dianggarkan 
dalam Pen1m1han APBD paling lambat pada minggu pcrtama Juni tahun 

anggaran berjalan. 

Bagian Kelima 
EvaJuasi Permohonan 

Pasal 52 

( l) SKPD terkalt rnelakukan cvaluasi terhadap usulan permohonan bantuan 
sosial sebagairnana dimaksud daJam pasal 48 ayat (2). 

(2) S1'"J'D scbagaimana dimassud pada ,iyat. (1 J ditctapkan dalam Keputusan 
Gubemur. 

(3) Sl<PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
evaluasi permononan hantuan sosial meliputi aspek l�g.:i:litas� 

administratif dan substansi keglatan, kewajaran sorta kcpatutan biaya 

yang diusulkan. 

(4) Evaluasi aspek legalitas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yak-ni 

dcngan meneliti kebenaran clan keberadaan calon penerima bantuan 
sosial. 

(5) RvaJuasi aspek administratif sebagairnaria dimaksud pada ayat (2) yakni 

dengan rncncliti kebenaran dan keberadaan dokumen proposal 

pengajuan bantuan sosial. 
(6) Evaluasi aspek subsransi kcgiatan, kewajaran serta kepatutan biaya 

scbagairnana dimaksud pada ayat (2) yakni dcngan menelili kesesuaian 
kegiaran yang ctiusulkan dengan programr kegiatan SKPD dan/atau lidak 
tumpang tlndih dcngan program kegiatau SKI'!> serta kewajaran dan 

kepatutan atas sctiap komponen biaya yang diusulkan bcrdasarkan 
standar hiaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau biaya yang berlaku umum di lingkungan Pesnerintah Daerah. 



Pas.�153 

(1) Kepala SKI'D terkait sebagaunana dimaksud dalarn Pasal 52 ayar (I) 
menyampaikan hasil evaruasi yang duuangkan dalam Berita Acara ll"sil 

Evaluasi bcrupa rckomendasi beserta daltar nominatif calon penerima 
bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada Gubernur mela.lui 

TAPD. 

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendast scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif dan 

disampaikan kepada SKPD terkait, 

(3) Format hastl cvaluasi bcrupa rckornendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), terlampir dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraruran Gubernur ini. 

l'as,1 I 54 

(lJ l:lantuan sosial kcpada individu dan/atau keluarga )""'6 tidak dapat 
dircncanakan scbclumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(4) didasarkan pada perrnintaan tcrtulis dari individu dan/atau ketuarga 

yang bersangkutan. 
(2) Pcrmintaan lcrtulis scbagairnana dimaksud pada ayal (1) yang 

disarnpaikan kepada Gubernur melalui SKPD tcrkait dilakukan cvaluasi 

dan dituangkan dalarn Berita Acara Hasil Evaluasi berupa rekomendasi 
beserta dall.ar nominatif calon pcncrima bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan dan besaran bantuan sosial untuk mcndapat persetujuan 

ouoernur. 
(3) Oubernur memiliki kewenangan uuluk mcmhcrik:an pcrserujuan secara 

langsung atas perrnohonan bantuan sosiaJ. 
(4) Formal hasil evaluasi bcrupa rckomcndasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), terlarnpir dalarn Larnpiran .Yang merupakan bagian Lidak 

terpisahkan dari Pcraturan Cubcrnur ini. 

Pasal 55 

(1) Rekomcndusi Kepala SKPD clan pertimbangan TAPD dan persetujuan 

langsung Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 

meniadi dasar pcncantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam 

rancangan APOD/APOD-P. 

(2) Pcncanturnan aloknsi anggarnn sehagaimana dimaksud pada aydl (1), 

melipuli anggaran bantuan sosial bcrupa uang dan barang. 



Bagian Keenam 

Pcnganggaran Bantuan Sosial 

Pasal 56 
(1) !3elanja bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam 

l{KA-SKl'D terkait. 

(21 1-?KA-SKPO scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) rncnjadi dasar 

pcnganggaran belanja bantuan sosiai dalarn Al'l:30 scsuai dcngan 

ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang beriaku. 

Pas.'1157 

(1) Penganggaran bclanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan 
pada SKPD terkait dan dirinci mcnurut objck, rincian objek, dan sub 
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kcgiatan scsuai dengan 

tugas clan fungsi pcrangkat daerah terkait. 
(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial 

tercanturn dalam Peraturan Oubcmur tcntang Penjabaran I\PflD tahun 

berkcnaan, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu d,mfatau 

keluarga yang tidak dapat dircncanakan scbelumnya 

llagian Kctuj uh 

Pelak�nann 

I'm;;, I 58 

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uung atau barang berdasarkan 

atas DPA/Perubahan l>l'A-SKPD. 

P,,sal 59 

( 1) Gubernur mcnctapkan d.:-irl::tr penerima dan bcsaran bantuan so..<.ial 

dcngan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daernh tcntang 

APl:lO don Peraturan Gubemur tcmang Penjabaran J\Pl3D. 

(2) Penyalurnn ,fan/at.au penyeranan hantuan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada daftar pcnerima bantuan sosial 
yanp; tercantum dalam Keputusan Gubernur. 

(J) Pcnyaluran/penycrahan bantuan w�iitl kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat dircncanakan sebelumnya sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (I) didasarkan pada perrnintaan tertulis 
beserra larnpiran dari individu dan/atau ketuarga yang bersangkutan 



serta meudapat persctujuan Gubernur seteleh dicvaluasi olcb SKPf> 

terkait. 

(4) Penyaturan dan/atau penyerahan banruan sosial berupa uang dilakukan 

dengan cam pembayaran langsung (LS) clan disalurkan melalui rekening 
Kas Umum Daerah ke rekening pcnerima bantuan sosial. 

(SJ Penyaluran dan/atau penycrahan bantuan sosial 
dimaksud pada ayar (4 J dilengkapi dengan kultanst 

penerimaan uang dan dibttbubi meterai secukupnya. 

Bagian Kedelapan 

Pencairan Bantuan sostai I serupa Uang 

sebagairruma 
sebagai bukti 

Pasal 60 

Pencairan Hantu;in sosiat berupa uang berpedoman pada kctcntuan 

peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal (> 1 

(!) SKPf> tcrkait menyiapkan rancangan Keputusan Gul>cmur tentang 
dauar penertma l>antuan sosial dalam bcntuk uang berdasarkan 
Pcraturan naerah tcntang APBD dan Pern.turan Gubcrnur tenrang 

Penjabaran Al'BD serta mengaiukan rancangan tersebut kepada 
Gubemur melalui Flin, Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua l!arat. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa uang mcngajukan permohonan 

pcncairan bantuan sosial kepada Guhernur mclalui SKPD terkait dengan 
formal sebagaimana tcrcantum dalam l.ampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan <.lubernur ini. 

(3) Permohonan pcncairan baotuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilengkapi dengan pcrsyaratan admtnistrasi pencairan, melipuu; 

ii. Bantuan sosial unt.uk individu paling sedikit terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan tY .. mtuan sosial; 
2. salinan KTP atas nama penerima bantuan sosial; 
3. salinan rekentng bank yang masih aktif alas nama pcncrima 

bantuan sosial. 
4. kuitansi rangkap cmpat dan bcrrnaterai cukup ditandatangani 

dan dicantumkan narna lengkap pcncrima bantuan sosial; clan 

5. surat pernyataan tanggung jawab mutfak. 

b. HHnluan sosial untuk kcluarga paling sedikit terdiri dari: 
1. surat permohonan pcncairan bantuan $0..<:.iHI; 



2. salinan KTP dan Kartu Keluarga Mas narna kepala keluarga 

penerima hantuan sosial; 
3. salinan rekernng bank yang masih aktif atas nama penerima 

bantuan sosial. 

4. kuitansi rangkap crnpat dan bermaterai cukup ditandatangani 

dan dicantumkan nama lcngkap penerima bantuan sosial; dan 
5. surat permononan pcncairan bamuan sosial; 

c. Danruan sosial untuk masyarakat dan/atau 

nonpernerin tahan, terdiri dari: 
1. su.rat perrnohonan pencairan bantuan sosial, dilengka.pi rincian 

rencana penggunaan bantuan sosial; 
2. salinan KTP atas nama ketua atau pimpinan, sekretaris dan 

bendahara pengurus lembaga atau organisasi penerima hantuan 

sosial; 

J. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama kmlmga atau 

organisasi, 
4. kuitansi rangkap em pat dan bcrmaierai cukup ditandatangani 

oleh ketua atau pimpinan dan beudahara, dibubuhi cap 

Icmbaga/organisasi scrta dicantumkan nama lcngkap; dan 
5. surat pcrnyataan tanggungjawab mutlak. 

(4) Proses pcncairan bantuan sosial berupa uang ditaksanakan oleb Sl<.--PD 

terkait berdasarkan SPP dan SPM dari SKPD tcrkait. 

(5) Persyaratan administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) secara 
rind diatur dalam Standar Operasional Proscdur yang diterhirkan olch 

BUD. 

(6) Berdasarkan Sl'M, Kuasa BUV mcncrbukan SP2D. 

Pasal 62 

Pcnerima bantuan sosial berupa uang benanggung jawab scpcnuhnya secara 
formal atas kebenarnn dan keaosanan clokumen persyaratsn kepada 

Pemerintah Daerah dan juga bertanggung jawab secara material atas 
pcnggunaan bantuan sosiat yang rnterimanya, 

lcmbaga 



Il<lgian Kesembilan 

l'cnyaluran Oantuan Sosial Beru pa Harnng 

P,,,;,,J 63 

{1) SKPD terkait menyiapkan rancangan Kcputusan Cubcrnur tentang 

daftar pcnerima bantuan sosial dalarn hcntuk barang berdasarkan 

Peraturan Dacrah tentang APl.lD dan Peraturan Gubcrnur tentang 

Penjabaran APR!) serta mengajukan draft tersebut kepada Gubernur 
metatui Biro llukum sekretartai Daerah Provmsi Papua Barat, 

(2) SKPD pengguna anggaran bantuan sosial melakukan proses pcngadaan 
barang sesuai OPA/DPPA-SKPD dan ketentuan peraturan pcrundang­ 
undangan tcntang pengadaan barang dan jasa pcmcrintah. 

{3) Penyeranan bantuan sosial berupa barang dilakuk>ln oleh Kcpala SKJ'O 

pengguna anggaran oantuan sosial kepada pcncrima bantuan sosial, 
yang meliputi: 

a. bantuan sosial untuk individu, terdiri atas: 
l. Bcrita Acara Ser-ah Tertma rangkap cmpat yang bermaterai 

cukup, ditandatangani clan dicantumkan nama lengkap 

pencrima bantuan sosial; 
2. salinan KTP atas nama penerima bantuan sosial; dan 

=�- surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 
b. bantuan sosial untuk keluarga, terdiri ams: 

1. Bcrita hear-a serab Tcrima rangkap cmpat yang berrnatemi 

cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama Iengkap kepala 

keluarga pcncrima bantuan sosial: 
2. salinan KTP atas nama kcpala kcluarga penerima bantuan 

sosial; dan 

3. surat pernyataan tanggung jawab rnutlak. 

c. bantuan sosial untuk kelompok masyarakatj'tembaga 

nonperncrintah, terdiri atas: 
l. Serita Acara seran Terima rangkap empat yang berrnaterai 

cukup, ditandatanganl dan dihuhuhi cap scrta dicantumkan 
nama lengkap ketua a.tau pimpinan atau scbutan lain kelompok 

masyarakat ata lembaga nonpemerintah; 
2. salinan K1'P kctua atau pimpman atau sebutan h1i11 kclompok 

masyarakat atau lernbaga nonperncrintah; dan 

3. surat pernyaraan tanggung jawab mutlak. 



Bagian Kcsepuluh 

Penggunaan 

Pasal 64 
(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang danj atau baraug 

yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam 

proposal pcrmohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditctapkan 

dalam DPA. 

(2) Pcncrima bantuan sostal dilarang mengalihkan uang dan/atau barang 

yang ditertma l<epada pihal< lain. 

Bagian Kesebelas 
Pertanggungiawaban dan Pelaporan 

Paragraf 1 

Pertanggungjawaban 

l'asal 65 
(I) Pertanggungiawaban pemerintah daerah aras pemoertan bantuan sosial 

meliputi: 

a usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial 
kepada Oubernur; 

b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar peneruna banruan 
sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan 

bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

usulan; dan 
o. bukti transfer SP'.20 atas pembcrian bantuan sosial bcrupa uang 

atau bukli serah terima barang atas pemberian bantuan sosial 

bcrupa barang. 

(2) Pcrtanggungjawaban scbagaimana, dimaksud pada eyat (1) huruf b dan 
huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial oogi individu daa/arau 

kelunrga yang tidak dapat dircncanakan scbclumnya. 

Pasal ob 
(1) Pencrima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan materil 

atae penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

{2) Pertanggungjawaban penerima bantuan scsial sebagaimana dimaksud 



Jl"d" ayat (1). meliputi: 

a. laporan penggunaan bclanja bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mcnyatakan banwa 

bantuan sosial yang ditcrima telah digunakan sesuai dengan 

proposal yang telah disetuiui, 
c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai kctentuan 

peraturan pcrundang-undangan l>Rgi penerima bantuan sosial 

berupa uang; dan 
d. salinan bcrita acara serah terima barang bagi penerirna bantuan 

sosial berupa barang. 

(3) Peneri.t:na bantuan sosial berianggung jawab atas kebenaran dan 
keabsahan laporan pcnggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (2) h u ru r a. 
(4) Pcnerima bantuan sosial sclaku objek pemeriksaan -.:ajib rnenyimpan 

bukti pengeluaran atau salinan bukti serah teri.ma barang scbagaimana 
dimaksud pada ,iyat. (2) huruf c dan hurur d dan drtaksanakan sesuai 
ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

{5) Format pertanggungjawaoan pcncrima bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalarn Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran C.ulx:rnur ini. 

Pasal 67 

(1) l'l'KD mcmbuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada indmdu 

t!an/ a tau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebeiumnya paling 
lambat tangga! 5 bulan Januari tahun anggaran bcrikutnya 

{2) t<ekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memuat nama 

penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang tlitcri.ma oleh 

rnasing-rnasing individu dan/atau kcluarga. 

Paragmf2 

Pelaporan 

Pasal68 

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan 11'1r,1ng clan surat 

pcrnyataan 1,mMUllg Jawab mutlak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (2) huruf a nan huruf IJ, di:;arnpaikan oleh pcncrirna bantuan sosial 

kepada Gubcrnur paling lambat tanggal 10 bulan .Januari tahun anggaran 

berikuuiya kepada Kcpala �Kl'U terkait selaku Pengguna Anggarnn dcngan 



tcmbusan kcpada PPKD. 

Pasal 69 
(1) 13elanja bantuan sosial bcrupa uang alau baraug, dicatat sebagai 

realisasi pada jenis bclanja baniuan sosial dalam program dan kegiatan 

pada Sb.-PD terkait, 

{2) SKPD terkait melakukan pencataran realisasi hantuan sosial, untuk 

selanjut.nya dicanturnkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
(3) llantuan Sosial bcrupa barang yang belum diserahkan kepada penerima 

bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, 

dilaporkan sebagai pcrsediaan dalam neraca. 
(4) Realisasi bantuan sosial bcrupa barang dikonversikan sesuat srandar 

akuntnnsi pcmcrintahan pada laporan realisa.si anggaran dan 

diungkapkan pada cataran aras laporan keuangan dalam pcnyusunan 

laporan keuangan Pernerintah Provinsi. 

8/\B V 

MONl1'0RING, EVALUAS! DAN PENGAWIISAN 

P;1s;1l 70 

(I) SKPD tcrkait melakukan monitoring dun evaluasi atas pemberian hibah 

dan bantuan sosial, 

(2) llasil monitoring dan evaiuasr &.hagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Cubernur dcngan tcmbusan kepada Inspestorat 
Provins! Papua Barat dan Sh..'Pf> ierkatt. 

(3) Untuk mclakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ay'1f. {I) SKPD terkait dapat mernbcnruk rim monitoring dan evaluasi atas 

pemberian hibah dan bantuan sosial. 

(4) 1'i111 monitoring dan cvaluasi mas pemberian hihah dan bantuan sosial 

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan 

outemur. 
BAB VI 

SfANUAR OPF.R .. S!ONAL DAN PROSEDUR 

l�Jsal 71 

Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan dan 

pcrtanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian betanja hibah 



dan belanja bant.uau sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 

DADVII 

LAIN-1..J\IN 

Pasal 72 

[1) Dalam hal pengclolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur 

lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan 

pcngclolaan dimaksud dikccualikan dari Peraturan Gubcrnur ini. 

('.2) Unt.uk pelaksanaan hibah dan/atau bantuan sosial lertcutu diaiur lain 

dengan pcraturan perundang undangan sebazaimana dimaksud pada 
ayat (!) Gubernur dapat mr.nunjuk SKPD yang membidangi scsuai tugas 
dan fungsi terkait untu k mclakukan evatuast. 

Pasal 73 

Pcnganggaran belanja hibah clan baruuan sosial dilaksanakan pada perangkat 

daeran terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mernpedomani 

Pernturan Gubernur mengcnai tugas dan fungsi pcrangkat daerah. 

BABXN 
KETENTUAN l'F:NlITUP 

Pasal 74 

Pada saat Pemturnn Gube1'flur ini mulai bcriaku, maka: 

a. Peraturan Gubernur Papua Baral Nomor 460/24/X/2011 Tabun 2011 

tentang Pedornan PengeJolaan Hibah Dan Banruan Sosial Pemerintah 

Provinai Papua 1:ian1t; 
b, Peraturan Cubemur Papua J::ja,-at Nomnr 5 Tahun 2019 tentang 

Penerimaan Hibah Untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Petaksanan teknis Daernh Pengelotaan Kaw.mn Konservasi Perairan 

Kcpualauan R:,ja Ampat; 
c. Peraturan Gubernur Papua isarat Nomor 9 Tahun 2019 teniang Tata 

Cara Pcncrimaan Dan Pcngelolaan Hibah Atau Surnbangan Dari Pihak 

Ketiga Keparta Pemcnntah Provtnsi l'apua Barau 

dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 



Pas.'11 75 

Peraiurun Gubernur iui mulai berlaku pada tanggal diundungkan. 

Agar senap orang mengctanuinya, mcmcrmtankan pengundangan peraturan 
Oubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 
Barat, 

Ditctapkan di Manokwari 

pada tanggal t, Juni 20'22 

ij. (;UHi-:RNUR PAPUA HARAT, 

CAl'j'ITI> 

PAULUS WATr:t{l'AUW 

l >iuodangkan di Ma.nok-wari 
pad a tanggal h .J uni 2022 

SRKRRTIIRTS DIIF.R,\11 PROVTNST PAPUA OAR/IT, 

CAP/TID 

NATANIEL D. MANDACAN 

IlER!TJ\ DAERA!l l'ROV!NS! l'Al'UA l:lAl<AT TAHUN 2022 NOMOR 22 

Dr. Ro K.K Hammar., M.Hum., M.M. 

Pembina utama Madya IV /d 
NIP. 196508181992031022 



G. CONTOH FORMAT NASKAH PF.RJANJIAN IIIRAII OAF.RA! I (NPIIO) 

NASKAH PERJANJIJ\N HIDAH DAERAII {NPIJD) 

ANTARA 

PEMERJNTAH PROVINS! PAPUA nARA'I' 
DEN GAN 

TAHUN ANGGARAN .... 

Pada hari ini tanggal bulan .•..... tanun yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

I. Nama 

Nil' 

Pangkat 

Jabatan 

Unit KerjA 

. . . .. .. 

. . . . .. . . . . .. . . . ... .. . . .. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . ..••................••••••• 

. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Dalam ha! ini bertindak untuk dan alas nama Pemerintah Provinsi 

Papua Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 

........... Tahun ianggal tentang Pcnunjukan Kuasa 

Penandatanganan Naskah t'crjanjian Hi.bah Daerah kepada Kepala 

Badan/Uinas/Bi.ro tlili.J1g)<ungan Pemerintah l'rovinsi Papua Barat, yang 

setanjutnya discbut PJHI\K PF.RTI\MI\ 

II. Nama 

No. h.'TP 
,fa ha tan 

Ala mat 

. . •··•·•····•················· . . •........................... 

. 
+ + • • • • • + • H' • • • 0 0 0 0 00 ..... 0 0 • 0 • 

. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 
Yang bertindak untuk dan aias nama yang sdanjutnya dalam 
Naskah l'crjanjian Hibah Daerah i.ni. disebur PII IAK Pr:l(l'AMA 

Kenna belah pihak scpakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Dacrah berupa 

uang/barang dengan kctcntuan scbagai berikut: 

Pasal l 
JUML'\.H UAN TUJUAN HIDt\H 

. 
(1) l'JHAK PERTI\MA membcrikan hibah kepada PIIIAK KJ::UUA, bcrupa 

uang scboear Rp.............. ( rupiah] arau bGrang/jasa 



berupa (jelaskan spesifikasinya) 

(2) PfHAK KEDUA mcnyatakan mcncrima llibah dari PIHAK PERTAMA bcrupa 
uang/barang scbcsar l<p ( ) 

(3) Hibah sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 
untuk............................... sesuar dcngan rencana Penggunaan 

I liba.h/usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah 

oerianiian hibah daerah ini, meuoun: 

No. 

(4) Penggunaan Hi bah 

Uruian 

sebagaima.na ayat (2) 

Jumlah 

bertujuan 
untuk. . 

(5) Uang, barnng atau jasa scbagaimana climaksud pada ayat {1) dipergunakan 

untuk dan mcrupakan bagi,m yang ridak rerpisahkan dari naskah 

pcrjanjian hibah dacrah ini, 

Pasal 2 

PENCAIRI\N HIDAH 

( l) Pencairan Hibah berupa uang yang bersumber dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dae rah (APDD) Provinsi Papua Darat Tahun...... dila1.'Ukan 

sesuai dcngan ketentuan dan peraiuran yang berlaku. 

(2) PIHAK KEDUA mengaiukan Usulan kepada PlHAK PERTAMA. dengan 

dllampiri: 

a. Naskah Pcrjanjian Hibah Daerah; 
b. Potokopi rekening Dank; 

c. Pakta truegritas aiau SU rat Pernyataan Tanggung ,Jawah Mutlak; 

d. Kuitansi rangkap ernpat bermaierni cukup; 
e. Fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk kctua atau pimpinan pcncrima hibah. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (!) dibayari,:an melalui 
pemindehbukuan dari �ekening K..1s Umum Dacrah Provinsi Papua Barnt kc 
Rckcning Dank atas nama . 
selaku PIHAK KEDUJ\ dengan Nomor Rekening . 

(4) PlHJ\K KEDUA dilarang rncngalihkan Hibah yang ditcrima kcpada pihak 
lain. 



(5) PIHAK KRDUA �1.elAh mcnerima pencairan Hibah dari PIHAK PERTAMA, 

segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rcncana 
f'enggunaan llibah/Usulan dan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

KF.W.1\-HnJ\N f'IHI\K KF.DUI\ 

(I) Mcnandatangani PakLa tniegruas acau Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Hibah. 

(2) Apabilu digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses 
pcngadaan bar-ang chm jHs:-ci �s'U:·ti d�ng�m peraruran perumhmg-undJ.mg»n. 

(3) Mcmbuuf clan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kcpada 

Gubernur melalui Dinas/Dadru1/!3iro. 

(4) Apahila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, dan waktu 

yang telah ditcntukan berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah 

Provinsi Pa.pua Barnt dcngan Nomor Rekening dan menyerahkan 
bu kti sct.ora.nny--.1 kcpada J:WKAD 

Pasal 4 

IIAK DAN KEWAJIBAN P!HAK PERTAMA 

( J J Mencairkan H ibah apabila seluruh persyaratan dan kclengkapan berkas 

pcngajuan pcncairan dana tatah dipenuhi oleh PIHAK KF.DUA. 

(2) Mcnunda pcncairan Hibah apabila PlHI\K K.EUUA tidak/belum memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

(3) Melaksanakan evaruasi dan monitoring atas penggunaan llibah. 

(4) Melakukan perneriksaan atas-pcnggunaan llibah. 

Pasal 5 
SANKS! 

Apubila PTHAK KF.T>UA mel,,nggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapar 

dikenai sanksi administracif berupa peringatan penundaan/penghentian 
pcncairanj'penyaluran Hibah arau AAtlksi lain sesual ketemuan perundang 

undangan. 



Pasal 6 
LAIN-1 ... TN 

( I J Naskah l'crjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar 

pertama dan kedua masing-rnasing bermaterui cukup sehingga mempunyal 
kekuatan hukum sama. 

(2) Hal-ha! lain yang bclurn tcrcantum dalam NPHD ini dapat diatur lebill lanjut 
dalam Addendum. 

P!HAKKEDUA 

Materai Rp 10.000,00 

[Nama Jclas & Golar] 

PIHAK PEITTAMA 

(Nama .Iclas & <',elar) 



H. CONTOH FORMAT NASKAll l't::H.JANJIAN !IIBAH DAERAH (NPHDJ UANC 

BERTAHAP 

NASKAH PERJANJ!AN JHHAll f>AF,RAH (NPHD) UANG BERTAHAP 

ANTAi� 

PEMERINT,\11 Pt10VJN�I PAPUA llAl{AT 

DENGAN 

................................................... 
TAHUN J\NGGARJ\N ...... 

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang berranda tangan di 

bawah ini: 

I. Nama 

NIP 
Pangkat 

• Jabatnn 
Unit Kerja 

. . . . . . .. . 
• . ···············-··········· . - - . 
. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 

Bcrtin<lak untuk dan alas nama Pemcrintah Provinsi Papua Barat 

berdasarkan Kcputusan Gubemur Papua Barnt Nomor Tahun 

......... tanggal ...... Tahun..... tentang Pcnunjukan Kuasa 

Penandatanganan N;isk;ih l'crjanjian Hibah Daerah kepada Kcpala 

Badan/f)inas/Hiro dilingkungan Pcmcrintah Provins! Papua Barnt, yang 

sclanj utnya disebut PII IAK f'f,;ITTAMA. 

II. Nam.� 
No.KTP 

.labatan 

Alamat 

. . . . . .. ... . . . . . . . . . ... . .. . . . .. 

. . . -�- . 

. . . . 

. . . -· . 

Bertindak untuk dan �1�� nama yang sclanjutnya dalam 
Naskah Perjanjian Hibah Daeran ini disebut PIHAK Pt,;J<'!'AMA. 

Kedua belah pihak sepakat untuk mclakukan Perjanjian Hibah Daerah bcrupa 

uang/barang dcngan ketentuan sebagai berikut: 



Pasal 1 

,JUMLAI I 1)/\N TUJUAN HIHAII 

( !) PIHAK PF:ITTAMA memberikan hibah kepada PIHAK lillDUA, 

bcrupa uang sebesar l<p ( rupiah) atau oomng/jasa 
bcrupa (jelaskan spcsifikasinya] 

(2) PIHAK KEDlJA rnenyatakan mr.nerima llibah dart PIH.AK PERfAMA berupa 
uang/barang sebcsar Rp ( ). 

(3) Hibah scbagaimana, dimaksud pada ayat (!) 
untuk . Sesuai dengan rcncana 

dipcrgunakan 

Penggunaan 
Hibah/usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah 
perjanjian hibah daerah ini, meliputi: 

No. Uraian I Jumlah 

bertujuan (2) ayat (4) Penggunaan llibah 

untuk ........•.....•............ 

(5) Uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dipcrgunakan 
untuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah 
perjanjian hibah daerah ini. 

Pasal 2 

PENCAIRAN llillAH 

(6) Pencairan Hibah berupa uang yang bersumbcr dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Baral Tahun dilakukan 
sceara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: 

Tahap: I 

[--+---- [ - _- -- -- 
I No I Uraian Jumlah 

l 



Tahap : I! 

No. Uraian 

I 

.Jumlah 

Pencairan Tahap I, PIHAK KEDUA rnengajukan usutan kepada PIHAK 

PERT AMA, dengan dilampiri: 
a. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah; 
b. Fotokopi Rekening Bank; 
c. Pakra lntegl'ilas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 

d. Kuitansi rangkap empat bcrmaterai cukup; dan 
e. Fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk kerua/pimpinan penerima hibah. 

(I) Pencairan Tahap Il/1'ahap selanjutnya, PIHAK Kr:UUI\ mengajukan usulan 
kepada PIHAK PERTAMA, dcngan dilampiri: 
a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap l/1'ahap sebelumnya; 
b. Kuitansi rangkap rltrn bcrmatrai cukup, dltandatangani o1ch 

kr.tua/pimpinan penerima 
(2) llibah sebagaiman» dimaksud pada pasal l ayat (1) dibayarkan melalui 

pcrnindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi Papua Baral ke 

Rekening Bank atas nama ...... selaku PIHAK KROUA dengan Nomor 
Neke.ning . 

(3) l'JHAK KJ::DUA ciiL,rang mengalih kan Hibah yang diterima kepada pihak 
lain. 

(4) PIHAK KJ::UUA sctctah menerima pencairan Hibah dari l'IHAK l'l<:RTAMA, 

segera melaksanakan kegiatan dcngan berpedoman pada Rencana 

Penggunaan Hibah/Usulan dan peraturan perundang-undangan . 

.Pasal 3 
Kr:WAJ!lll\N PIHAK is."EDUA 

(!) Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab l!ibah. 
(2) l\pabila digunakan untuk pengadaan barang clan jasa, maka proses 

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Membuat dan menyampaikan Laporan Pengguuaan Dana llihah kepada 

Oubernur melalui Dinaa/Badanj'Biro. 
(4) Apabila sarnpai akhir kegiatan masih tcrdapat sisa dana hibah, dan waktu 

yang telah ditentukan berkewajiban mcngembalikan ke Kas Umum Dacrah 



t >n:,vinsi I �1pua Harat dengan Nomor Rekening .. dan 

menyerahkan bukli setorannya kepada DPKAO 

Pasal 4 

I IAK l>AN Kl•:WAJlfJAN PIHAK PERTAMA 

(1) Meucairkan Hibah apabila seluruh pcrsyaratan dan kelengsapan bcrkas 

pengajuan pencairan dana talah dipcnu hi oleh l'lHAK KEDUA. 
(2) Menu nda pencairan Hibah apabila PIHAK KJ::DUA ridak atau belum 

mernenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(3) Mclaksanakan evaluasi dan monitoring alas pcnggunaan Ilibah. 

(4) Mdakuk.:.m perneriksaan atas penggunaan Hibah. 

l'aS315 

$ANK81 

Apabila PIHAK KEDUA mclanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) maka 

dikenai sanksi adrninistratif bcrupa pcrmgaran pcnundaan atau penghentian 
pencairan aiau pcnyaluran Hibah atau sanksi lain sesuai kctcntuan 

pcrundang-undangan. 

Pasal 6 
LAIN-LAIN 

( I) Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (Nl'IIDJ ini, dibu:u rangkap 2 (duaj, 
tembar pertama dan kedua rnasing-rnasing bermateral cukup seh.illgga 
mempunyai kekuatan hu_kurn sama, 

(2) Hal-ha! lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur Jebih 
lanjut dalam Adendum. 

PIHAKKEDUA 

Materai Rp!0.000.00 

(Nama Jclas & Golar] 

PIHAK PERTAMA 

(Nama Jelas & Gelar] 



I. CON'J'OH FORMAT NASKAII Ptl{JANJIAN I IIHAI I HARANG DAERAH 

CONTOH FORMAT 

NASKAH l't,;RJANJIAN HIO/\H 01\Ri\NG 01\F.RAH 

ANTARA 

!'r;MERINTAH PROVINS! PAPUA BARAT 

D!::NGAN 

TAJIUN ANGGARAN ................• 

Pada hari ini tanggal Bulan tahun yang oertanda 
tangan di bawah ini: 

I. Nama 
NIP 

Jabatan 
Unit Kcrja 

•................. (Nama .Jelas & Gclar) 

Bcrundak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua R,1r.1t berdasarkan 
xcputusan Gubcrnur Papua Oarat Nomor Tahun ranggal . 
Tahun.i.. .. ten tang Perumjukan Kuasa Pcnandatanganan Naskah Ptrja.ujian 

llibah Dacrah Kcpada Kepala lladan/Oinas/Biro di lingkungan l'cmcrintah 

Papua Harnl, y-<1n11. selaujutnya disebut PIHAK PERTAMA . 

II. Nama 
NIP 

.Iabatan 

Unil Kerja 

.................. (Nama Jclas & Gelar) 

Bertindak untuk dan atas nama .. . . . yang selanjutnya 
discbut PIHA K KF.Olli\. 

Kcdua belah pihak scpakat untuk mclakukan Pcrjanjian Hib,ili Dacrah berupa 

l.larang dengan ketentuan sebagai bcrikul: 



Pasal l 

JUMIAIJ DANTUJUAN HJBAH 

(1) PIHI\K KEl:lATU mcmbcrikan hibah kepada PIHI\K KEOUII, berupa barnng 

dengan rincian sebagai berikut: 

NO. 

!. 

Jenis Barang Jumlah 

. (unit} 

(2} PJHI\K KEDUA menyatakan pcncrima hibah barang dari Pll',AK KESATU, 

dalam kondisi bani, lengkap dan scsuai spcsifikasi tcknis jcnis barang. 

(3l Hibah barang sebagaimana dimaksutl pada ayat ( 1) dipergunakan unruk 
sesuat ctengan l<cncana Penggunaan HiOO.h pada Usulan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daeruh ini. 

Pasal 2 
PEl'il' ALURI\N 01\N Pt,;NGGUNMN llll:lAI l 

(1) l'cnyalumn hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Bclanja Dacrah (AP.OD) Provinsi Papua Hardt 'T'ahun . 

dilakukan dengan Derita l\cara Serah Terima Barang, 
(2) Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, PIIIAK 

KP-DUA mcngajukan usulan kepada PIHAK Kt,;SI\TU, dengan dilampiri: 

a Naskah Perjanjian Naskah Daerah; dan 

h. Bcrita Acara Serah Terima l.larang; 

(3l llibah sebagaimana climaksud dalam l'asal l ayat (11 disalurkan melalui 
pemindahtanganan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDU/1. 

(4} Pill.AK K�:nuA sctelah menerima penyaluran hibah dari Pll!AK Kr',$ATU, 

segera menggunakan dan atau memanfaatkan scsuai Rencana Pcnggunaan 

llibah pada usulan scsuai peraturan Perundang-undangan. 
(5) PIHAK K�;DUA dilarang mengalihkan oarang yang telah diterima kcpada 

pihak lain. 



Pasal 3 

K �:WAJ I HAN J'II I AK KEVUA 

( I) Mefak,sanakan clan berranggnng jawab penuh baik secara formal dan 

marcril atas pcnggunaan <Ian/ atau pcmanfaatan barang yang cli<lanai dari 
API3D Provinsi Papua Barat yang tclah disetujui PIHIIK KESATU dengan 
berpedoman pada J<encana l'cnggunaan l'cng_,:una llibah Darang atau 
Usulan sesuai peraiuran perundang-undangan. 

(2) Mcmhuat dan mcnyampaikan laporan Penggunaan Hibah berupa Barang 
kepada Gubernur Papua Barat mr.lalui 01'1) tcrkart disertai dokumen I3erita 

Acara pada saat serah terima barang. 

Pasal 4 

HAK DAN KJ::WA.JIHAN I'll !AK Kl::SATU 

(!) Menyerahkan barang, apabila syarat-syarat tclah dilcngkapi bcrkas 

pengajuan penyaluran hibah barang oleh PIHAK KEDUA. 

(2) Menunda penyerahan hibah barang apabila PlHAK KEDUA, tidak atau 

belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan atau 

pemanfaatan hibah barang tersebut, 

Pa5c1,I 5 

SANKS I 

Apabila l'IIIAK KRDUA metanggar Pasal 2 ayat (5) maka dikcnai sanksi 

administratif berupa peringatan tertulis, penundaan atau penghenuan 
penyaluran hiMh R.l.AU AAnk$ii lain sesuai dcngan kctcntuan pcraruran 

perundang undangan yang ber!aku. 

P:lrol 6 

LAIN-LAIN 

(!) Naskah l'crjanjian Hibah Dacrah (Nl'HV), ini dlbuat ran,� 2 ( dua ), 
lcmbar pertama dan kedua masing- masing bermaterai cukup schingga 
mempunyai kekuatan hukum sama, 



(2) Hal-ha! lain yang bdum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih 

Ianjut dalam Adcndum. 

Plll-'\K KEDUA 

(Nama .Jclas & Cclar) 

PIHAK PERTAMA 

(Nama Jclas & Cclar) 



,J. CONTOH FORMAT SURAT U$ULAN l'J::NCA!l<AN DAN RINCIAN RENCANA 
l'P.NGGUNMN HIDAH/il/lNTUAN SOSJAL (Hr:t<tll'A UANG) 

KOP SURAT J-'{•;M RRINTA!I/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHMN l>Al!;l</111 
MASYAAAKAT/ORGIINISAS! KF.MA»'YARIIKATAN 

....................................... 20 .. 
[ternpat], (tgl/buL,nJ(tahun) 

Perihal : Usulan Pencairan d.an Rincian 
Rcncana Pcnggunaan Hibah/ 
Bantuan Sosial (berupa uangl 

Kepada 
Yth.Gubemur Papua Barut 

C.q. Sekretaris naerah 
Provinsi Papua Darat 
di- 

Tempat 

Nomor 
Si fat 
Lampiran : l (saru] Berkas 

Mcnunjuk surat kami nomor Tanggal tabun . 
perihal Usulan flantuan Bi,.:,11, bersama ini kami mengajukan 
usulan pencairan Hibah/bantuan sosiat sebesar Rp . 
dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir. 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami 
!ampirkan pcrsyaraian pencairan belanja bibah/bantuan social 
Tahun Anggaran 20XX. 

Demikian usu lan karni, atas pcrkcnan dan bantuan Bapak 
diucapkan terima -kasib. 

I tormat kami, 
Pcmohon 

(nama Jclas pimpinan/ditanda 
tangan I di cap] 



r.ampiran Surat Permohonan Pcncainm Hibah/Bantuan Sosial 
Nomor : 
Tanggal: 

RJNCIAN llliNCANA PENGGUNAAN 
HIBAH/BANTUAN SOSIAL 

HERUPA UJ\NG 

tan I Penggunaan .Iurnlah (�pl . Keterangan - ........... - 
� 

........... -- .......... � 

.... " ..... 

........... 

. .. . . . . .. . . ' umlah I - J 

.... . 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. 

...................... 

Uraian Kcgia 
--!-----'-'--- 
! 
No. 

2 
3 
4 
5 
dst 

l'emohon 

[nama .Jelas pimpinan/ditanda 
tnngan/cli cap] 



K. CONTOH FORMAT SURAT USUIAN PENCAIRAN OAN RINCIAN RENCANA 
PENGGUNAAN !IIBAI 1/ClANTUAN SOS!AL (BERUPA BARANG) 

KOi' SURAT f>F:MERINTAH/PEMER!NTJ\H DAERAH/PERUSAHMN l>Ar�RAII 
MASYA"1AKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

....................................... 20XX 
(tempat), (tgl/bul;in)(tahun) 

Tempat 

Kcpada 
Yth.Gttbeniur Papua llarat 

c.q. Sckrctart5 Dacrah 
Provinsi Papua t larat 
di- 

: l (satu) Berkas 
: Pengaiuan Pcnyaluran dan 
Rincian Rencana Penggunaan I libah/ 
Bantuan Sosial (berupa barangj 

Nomor 
::iifaL 
Lampi ran 
Perihal 

Bahwa oerdaserkan Persruran Gubernur Papua Barat 
Nomor 'fahun tcntang Penjabaran APBD Tahun , 
bersama ini kami rncngajukan pcnyaluran Hibah/bantuan sosial 
barang berupa . dcngan rincian rcncana penggunaan 
sebagaimana terlampir. 

Demikian usulan kami, atas perkcnaan dan bantuan Bapak 
diucapkan tertma kasih. 

Honnat kami, 
Pemohon 

(nama Jelas pimpinan/ 
diianda tangan/di cap) 



Lampiran Surat Permohonan Pcncairan Hibah/Hantuan Sosial 
Nomor : 
Tang.al: 

R!NCIAN !lliNCANA Pl!:NGGUNAAN 
Hll!AH/llANTU/\N SOSlAl, 

BERUPA BARANG 

.. 
No. .Jcnis Ba rang Jumlah (Rp) Ketcrangan I - 

i 1 ................................. 
'2 ...... ·- .......... ·- ............. 
3 ................................. - � ................................. I 
5 ...... ·- ......................... 

I l � 

dst ................................. 
.Jumlah 

l'emohon 

[nama Jelas pimpinan/ ditanda 
tangan/ di cap) 



t., CONTOI! FORMAT PA!(fA INTEGRITAS ll!Di\H Ui\N SUtU\T PERNYATMN 

TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN HIF!All UANG 

Lam bang 
{Nama Jcmhaga/OrganisasiPelaksana) 

PAKTA lN'l'&GRrrAS USULAN I!lnAII !JANG 

Yang ben:anda tangan di bawah ini, 

Nama 
.Jah.:1tan 

'l'emp-.:1t/1'anggal l .ahir 

• Jabatan dalam organisasi 
Dertin<lak untuk dan at.as nama. 

Alam at 
NomorKTP 

Numor'l'dp/H? 
e mnil 

Penerima darn; hibah sebesar 

- . 

Dengan ini, mcnyatakan dcngan scbcnarnya bahwa untuk memenuhi tujuan 
transparansi <Ian akuntabduas penggunaan dana Hibah: 

J. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan 
Hibah yang ditcriroa; 

2. ,\kan mengguna.kan Hibah scsuai dengan rcncana penggunaan usulan yang 
telah disetujui; 

3. Menyaiupaikan Laporan Pcnggunaan Dana llihah; dan 

4. lJersedia diaudit. secara independen sesuai pcraiuran perundang-undangan. 

Demikian pernyataan ini dibuat dcngan pcnuh kesadaran dan rasa 1anggung 
jawub sorta tidak ada unsur paksaan dari pihak monapun. 

<nama kota, tanggal, bulan, tanun- 

PENE!<IMA HllclAH 

Materai Rpl0.000,00 

( nama lcngkap) 



Lambang 
(Nama lcmbaga/OrgauiSMiPelaksana) 

-------··-- 

SURAT Pfi:RNYATAAN TANCCUNG JAWAI! MlJTI.AK USUI.AN HIBAH UANG 
Nomor : ... 

Yang bertanda ianzan di bawah ini benanggung 

jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi penggunaan dana hibah untuk 
Tahun Anggaran.......... dari APBD Pemertntah Provinsi Kalimantan Ten_gah 

sebesar Rp ,- ( }. 

Bukli bukli realisasi pernbayaran kcpa<la pihak keliga yang tcrcantum 

dalam laporan terseout disampaikan sesuai dengan ketenruan peraturan untuk 

kelcngkapan a<llll.inistrasi dan kcperluan pemeriksaan aparat pcngawas 

fungsional. 
I lcmikian Surat Pernyataan Ini dihuat dcngan scbenarnya. 

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> 

l'BNERIMA HIBAH 

Materai Rp 10.000,00 

(nama lengkap) 



M. CONTOH FORMAT l'AKTA INTEGRITAS D/\N SURAT l'r:RNYATAAN 

T!'INGGUNG ,JAWAJ:! MU'fLAK USULAN llffi,•\11 RARANG 

Lam bang 
(Nama lcmlmga/Organisasi Pelaksana) 

PAKTA IN1'£GRIT/IS USUIAN urrwu HARANG 

Nama 

T.:mpat/Ta.uggal Lahir 
.Iabatan dalam organisasi 

Bcrtindak untuk dan atas 

narna 

Ala mat 

Nomor h.'TP 

Nomor Telp/HP 

e-mail 

Penerirna dana hihah scbcsar 

dcngan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa unruk mcmcnuhi tujuan 

transparansii dan akuntabilitas pcnggunaan dana hibah barang, menyatakan: 
l. Ilertanggung jawab penuh baik formal maupun matcriil alas penggunaan 

11 ibah yang diterirna; 
2. Akan menggunakan/memantaatkan hibah barang tersebut sesuai dengan 

rencana pcnggunaan dalam usulan yang tdah disetujui; dan 

3. ner,;edi;, diperiksa scsuai oerauiran perundang undangan. 

Demikian pcrnyaiaan ini dibuat dengan pcnuh kcsadaran clan rasa tanggung 

jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, 

<rtarna kola, t.augga!: butan, 

tahure- 

(samakan dengan tanggal NHPD) 

PF.NF.RIMA llll.lA!l BA.RANG 

Malct-ai Rpl0.000.00 

(Nacna ,J�h,s & Clelar) 



I.am hang 
{Nama tembaga /Org,misa�"iPclaksana) 

SURAT PP.RNYA'l'AAN TANCCUNG JAWAJ3 MUTT.AK USULAN H!HAH BA.RANG 
Nomor .... 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini , bertanggung 

jawab penuh atas kcbenaran taporan Re.aliAAsi penggunaan dana hibah baranz 
untuk Tahun Angganm.......... dari APHD Pemerint.ah Provinsi Kalimantan 
Tcngah sebesar Rp ,- ( ). 

Bukti bttkti realisasi pernbayaran kepada pihak ketiga yang tercantum 
dalam taporan tcrsebut disampaikan sesuai kctcntuan pcraturan perundang­ 

undangan unt.uk keleugkapan admintstmsi dan keperluan pemeriksaan aparat 

pengawas fungsional. 
Demikian Surat Pernyataan iru dibuat dengan scbenarnya. 

<llama kota, tanggat, bulan, tahun> 

PRNIIRIMA IIIBAH 

Materai Rp 10.000,00 

(nama lcngkap) 



N. CON'fOIT BERITA ACARA SERAH Tl,;RlM.A IIIHAH RARANG 

81sl<l1'A ACARA 8�:l�AH 'fERJMA HIBAH HAl<ANCi 

Nomor: . 

Pada hari ini. , tanggal butan tahun kami 
masing- masing: 

(nama jelas & gelar) -ejabatan> berkedudukan di Jalan dalam 
hat ini bcrtindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Provinsi Papua Barar, selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 

[numa jelas & gelar) «jabatan> berkedudukan di Jalan dalam 

ha! ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi 
Indivldu r Masyarakat, yang selanjutnya discbut PIHAK 

KEDUA. 

PIHAK PERTAMA mcnyerahkan 
mcncrima dari PIHAK 
............................................ 

P:, .. ,1 l 

kepada PIH.AK h."EDUA dan l'IHA.K 

PRR'fAMA bcrupa hibah 

KEDUA 

barang 

Pa:sal2 
Hibah barang sebagaimana dimaksud dalam f�1s,1J I Bcrita Acara ini 

merupakan llibah Pemerintah l'rovinsi Papua Barat kcpada PIHAK KJ::l>UA 
dalarn rangka sesuai dcngan peraturan perundang undangan. 

!',,,:;al :i 
Pencrima Hibah dilarang menjual/mcminrlahtangankan, mcnycrahkan 

sebagian atau seluruhnya, sesuai peruntukarr/pcnggunaan hibah berdasarkan 

ketentuan peruturan perundang undangan, 

Pasal 4 

Dcngan serah terirna hibah barang sebagaimana 

dimaksurl dalam Pasal I Serita Acara ini, rnaka PIHAK l(P.DUA wajib 

melaksanakan perawatanj'pemcliharaan dan bertanggung jawab terhadap 

risiko yang mclckat pada barung termasuk kehilangan, 
musnah atau hal-hat lain, sesuai dengan pcraturan perundang undangan. 



Demikian flerita Acara ini dibuat dengan scsungguhnya dan ditandatangani 
dalam rangkap 4 (empar], untuk dipergunakan scoagatmane mestmva. 

f'IHAK KEDUA, 

(NAMA Jl::LA!; & 01,:1.IIR) 

Pangkat ... 

NIP ...................•• 

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> 

PtH...o.K PERfJ\Mi\, 
(NAMA J£LAS & GEI..IIR) 

Pangkat . 

NIP . 



0. CONTOH L/\POl<AN PF,NGGUNAAN IIIDAII 

Larnbang 
(nama lam bang/ orgamsasi Pelaksana) 

LAPORAN PENGGUNAAN Hll::!J\H DARJ PEMERINTAH Pt<OVINSI PAPUA !3ARi\T 
TAHUN ANOClt\fU\N 20 ... 

UNTUK 

«seburkan Nama/ .Iudul Kegiatan yang dibiayai dari Hibah> 

IAla:mal Lembaga/Organisasi Pelaksana] 

(8ULAN cum TAHUN LaporanJ 



DAe1'AR !SI 

KATA PENOANTAR............................................................................. 1 

DATA !'()KOK PF.NE.RIMA llANTUAN............. ii 

l. LAPORAN Kt,:GIA'l'AN................................................................... I 
I. Latar !3elakang...................................................................... dst 
2. Maksud dan Tujuan.............................................................. xs: 
3. Ruang Lingkup Kcgiatan....................................................... xx 

4. Realisasi pelaksanaan Kcgiatan............................................. xx 

5. Daftar Personalia xx 

Pelaksana . 
6. Pcnutup.............................................................................. xx 

!I. LAf'ORAN KEUANUAN . 

1. Reali�si Pcncrimaan I rith'lh................................................... xx 

2. Realisasi Pcnggunaan............................................................ = 
Ill. lAMPJRAN .......................•................................••........•............... 

I. Dokumentasi Kcgiatan Barang. xx 
2. Salinan Naskah Perjanjian Hibah.......................................... xx 



KATA PENGI\N1'1\R 

<diuraikan kata pcngantar maksirnat 1 [satu] halaman> 

<nama kotaj'tempat, tanggat, bulan, tahun> 
< nama jabatan pimpinan> 

<nama lengkap> 

-sNJP ... jika ada> 



DATA l'OKOK PENERIMA HIDAII 

--- [diisi Hibah) 
___ (Nomorttanggal, bulau, 

Jenis Bantuan _ 

Naskah Perjanjian hibah 

tahun) 

.rudut Kegiatan __ 

Lokasi Kegiatan (fles,,, Kclurahan ' Kecamatan, Kabupaten, 

Kotamadya. Propinsi] 
Karakterlsttk Kegiatan: Pcmlmngunan Fisik, Perneliharaan/ Rcnovasi, 

Pengernbangan Bangunan Fisik, Pembetian fl<lrnng; Pengadaan sarana dan 

Prasarana, xcgiatan Non-Fisik, Pcruntukan Lannya. [scbutkan]. <diketik dan 

pilih; salah saru dari jcnis karakieristik" 
Nama Organtsasi _ 

Alamat Jalan 

Ketua 

Propinsi Kabupatcn/Kota 

__ Jalan/PO Box, Kode Pos 
F.-mail Pengurus _ 

No HP/1'elp -- 

__ Distrik Kclurahan 

___ KodePos 

Alamat !:>'urat __ 

Telcpon Fax 
_NoIIP/Tdp Sckretaris ---- 



I. LAl'ORAN KF.G!ATAN 

1. Latar Belakang 

<diurnikan latar belakang kcgiatan scsuai dcngan usutan yang 

diaj ukan sebelumnya> 

2. Maksud dan Tujuan 
«dturalkan Mak.sud dan Tujuan sesuat dcngan usulan }WI.� 

diajukan scbelumnya> 

3. Ruang t.ingkup kegiatan 
<diuraikan ruang Imgkup kegiatan sesuai dengan usulan )131lg 

dlajukan sebelumnya> 

4. Realisasi pelaksanaan Kegiatan 
<c1iuraikan rcalisasi petaksanaan kcgiatan rncliputi, namun tidak 

terbatas, perihal waktu pelaksanaan, Lcmpat/lokasi kegiatan, 

jumlah dan asal peseria, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yan_i: 

relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan 
semcstinya> 

5. Uaftar Personalia Pelaksana 

«diuraikan dan disajikan pcrsonalia pclaksanan meliputi surat 

kcputusan, jabaran dalarn organisasi/kegatan, dan lainnya yang 

relevan> 
6. Penut.up 

<diuraikan kata penutup paling bonyak 10 [sepuluh] baris> 

PENERIMA HJBAH 

(nama leng)rap) 



II. Laporan Keuangan 

1. l-lcalisasi Penerirnaan I lihah 

Realisasi pencrimaan Hibah Tah un adalah sebesar 

Rp . 

{ <terbilang>) 

Dana bantuan tcrscbut diterims melalui rclcening 

Nomor pada I::S.-1nk <sebutkan nama, nomnr rekening 
dan oerikutnya> pada tanggal <sebutkan tanggal, bulan, 

tahun» 

'.l. l-lealisasi Pcnggunaan 
Re.alisa�; Penertmaan dana hibah .... ....... Tahun ...... sebesar 
l<p . 

( <tcrbilang>) 

dananya 

dan penggunaan 
Rp . 

( <teroilang>] Sehingga terdapat Saldo 
l)aml Rp . 

{ -etcrbilang>] 

Rincian penenmaan dan penggunaan dana Tahun adalah 

sebagai bcrikut: 

Anggaran 

Penggunaan st:oiual Rcalisasi Prosentase 
rencana Rcalisasi 

l h�l;mia 
2 3 4 s-,i/3•100 ' ..............•••• l 

......... .- ........ 1 I I ••••••............ 
rmlah I - 

No. Uraian 

J 
1) ......... 
z· J ......... 
31. ........ 

,h 

KETU/\ PENt:KlMA HID/\JI l:11::NV/\HAR/\ PENERIMA Hll::IAH 

(nama lengkap) (nama lengl<ap) 



HJ. Lampiran 
l. Dokumentasi Kegiatan Harang 

2. Salinan Naskah Pcrjanjian Hibah 



P. CONTOH FOl�MAT SURAT PENGANTAR KEPALI\ OPD liliPADA OUBERNUR 

PAPUA 13ARAT Tl<:NTANG HAS!L EVAJ.UASI USULAN nANTUAN SOSlAL 

KOi' SURAT OPD 

Manokwari, (tgl/ bulanJ-(tahun) 

No1nor 

Sifat 

Larnpiran 

Perihal 

l (satul nerkas 

Hasil Evaluasi Usulan Uantuan 

Sosial Tahun 1\ny,garan . 

Kepada 
Ylh. Gubcrnur Papua nara1 

U.p. Kctua Tim 

Anggaran Pemerintab 
Dacrah 
di 

Tempat 

Berdasarkan surat usulan bantuan biaya dari 

13adan/l.emb"ga/Orgrulisasi/Masyarakal, kami tclah mclakukau 
evaluasi dengan mcmpcrtimbangkan prioritas serta kctcrkaitan 

dcngan penyetenggaraan program dan kc:giatan Pemerintah 

Provinsi Papua Baral. 

senilai usuian scbanyak. .... • J umlah usu Ian 

Rp . 
( · · · · · · · · ·• · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -etcrbilang> J 
dan berdasarkan h3Sil evaluast telah disetujui sebanyak . 
usulan senttat Rp . 

( <lCrbilang-,J, yang terdiri 

dari: 

Nu. Uraian I Jumlah Usulan 

l. Usulan bantuan sosial 
daerah bcrupa uang 

����-!-��� 
2. UsuJan bantuan sosial 

Niliti (Rp)I 

dacrah berupa Uarang 

Sebagai bahan pertimbangan Dapak, tcrlampir kruni 

sampaikan Bcrita Acara dan Dafrar Nominatif Calou Penertma 

Hibah Barang dimaksud, 



Derniktan kami sampaikan, atas pcrkenan dan perhatian 

Bapak diucapkan tcruna kasih. 

Kepala OPD ..•. 

(namajclas 

ptmplnan/ditandatangani/dicapl 



Q. CONTOH FORMAT t:!r:RITA ACARA HAS!L EVALUASI USULAN l:lA..NTUAN 

SOS!AL 

KOP SURAT OPD 

lJC:Rl'l'A ACARA HASIL EVALUASI USUU\N BAN'l'UAN SOSIAL 

Pada hari ini Tanggal.. Bulan Tahun , kami 
Tim Evaluasi Usulan l:lantuan sosial pada yang dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Kcpala OPD Nomor .'ranggal 
........... , lc�,h melakukan evaluasi alas usulan bantuan sosial Tahun Anggaran 
20XX. 

Derdasarkan basil evaluasi, kami memberikan pcnilaian scbagai berikut: 

Usulan yang I --, 
masuk 

Hasil l•:Valua�'i 
No. Uraian ,___ Ketcrangan 

Jumlah 
Nilai I .Jurnlah ! Nilai (Rp) 
(Rp) - . -- 

1 2 3 4 I 5 6 7 - 
1. Usulan bantuan 

sostal dacrah 
bcrupa uang - 

I 2. Usu Ian bantuan 
sosial dacrah 

_berupa barang t Total ' - - . 

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana tcrlampir: 

J . Daftar Notninatif Caton Pcnerima isamuan Sosial ·Uang; dan 

2. llaftar Nominalif Caton Penerima Bantuan Sosial-130.rang. 

Demikian Berit;, Acara ini, kami buat dengan penuh ianggung jawab 

dalam 4 (em pat) rangkap untuk dipergunakan scbagairnana mestinya, 

TIM EVAl,UASI 

Nama Lcngkap /NIP 
1 . 
2 _ . 
,;'l, •••' •••• • • •••••• •••••' •••H' ••• 

4 ... dsr 

Tanda Tangan 
I . 

2 . 
3 . 

4 . 



R. CONTOII l<ORMAT DAFTAI� NOMINATIF CALON PP.NP.RIMA BANTUAN 

SOSIAL 

OAFTAR NOMINAT{F CAI.ON PENERIMA i3ANTUAN SOSIA!, 
TAHUN ANGGAR..0.N .•.. 

-------- 

NamaOPn 

,Jcnis Hibah Uang/Barang 

Bcsaran Bantuan I 
Rc:ncana Sosial I Ket 

pcnggunaan Usulan llasil 

Evaluasi 

1 4 5 6 7 

I r-= 
I I 

at 
g);.ap 

NamaCalon Alam 
No. 

Penerima Leng 

1 z 3 

l ......................... 
2. . ....................... 
3. . ........................ 
4. Ost. ................... I -·· - Tola! I ' 

Manokwari, tgl/bln/tahun 

Kepala OPD . K.ctua Tim EvaJuasi 

(Namajclas/NIP/di cap) (Namajelas/N111 



S. CONTOH FORMAT URAT PENGANTAR TAPD KEPADA GUBERNUR PAPUA 
[31\RAT Tr;NTANG l'i,l<'flMI3ANGAN USUl.AN 11ATUAN SOSIAL 

KOP SURAT Sr:TDA 

SURI\T PRNGANTAI� TAl'I) KEPADA GUI3ERNUR PAPUA 11ARAT 

TENTANG PERT!MBANGAN USULAN BATUAN $0$1/\1. 

Manokwari, (tg!/bulan)-(tahun) 

Nornor 

Silat 
l.ampiran 

Pcrihal 

1 (satu) nerka:s 

Hasil Pertimbangan Usulan l3ansos 

Tahun Anggaran . 

Kcpada 
Yth. Gubemur Papua Barut 

di 

Tr.mpal 

Mcrnper-hej iksen hasll cvaluasi dari OPD atas usulan 

bantuan biaya dari 

M,1s:,.,,,-,.il<'1t, 

Aada.n/Lcmooga/Organisasi 
kami telah rnclakukan Kemasyarakatan I 

penclaahan yang disesuaikan dcngan kemampuan keuangan 
dacrah dan mempertimbangkan prioritas pemenunan belanja 

urusan wajib yang ditetapkan dalarn pcraturan perundang 

u ndangan, 
Berdasarkan hasil pcnclaahan tersebut, kami melaporkan 

bahwa yang melakukan evaluasi usulan belanja bantuan sosial 

sebanyak OPD, dengan bcrdasarkan basil penelaahan 

kami dapat dipertimbangkan uruuk disetujui sebanyak ..... 

usulan scnilai Rp . 

( <terbilang>) yang tcnliri 
dari: 

-�----- 
No. NamaOPO 

,__ . ,_ _ 
1 2 -- 
1. -1----- 2. ·- -·-4------ dst 
�'4 1--J-um� lah 

- . - 
.Jumlah Usulan Nilai (Rp) 
" 

Uang Fmr.,ng Uang Barang - 
3 1 5 6 

- 

I - 
-- 



Sebagai bahan pertirnbangan bapak, terlarnpir kami 

sampaikan Berita Acara dan Daftar Noutinalif caJoo l'cncrima 
bantuan sosial dimaksud. 

Dernikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian 

Bapak Gubcrnur disampaikan terirna kasih. 

KITTUATAPD 

Namajclas 
NIP .........•• 



'I'. CONTOH FORMAT DAFTAR NOMTNATIF CAWN PJ,;Nt,;RIMA HIBAH HASIL 

PERTIMUANGAN TAPD 

DAFTAR NOM!NATIF CALON l'r,NF,R!MA HIDAH HJ\SIL 1'1-:RTIMBANGAN TAl'I> 

TAHUN ANGGARAN .... 

.icnis Hibah: Uang/Hm.,mg 

13esaran I Iibah (Rp} I 
Alamat Rcncana Hasil I " 

Perumbangan Kcl 
Lengkap Pcnggunaan Usulan J,,'valuasi 

TAPD 
OPD 

3 o 6 7 8 

p 

ma 

Nruna 

No. 
Lcngka 

Cakm 
Peneri 

� 
l 2 

. 
l. ............. 
2. . ............ 
3. dst 

Total 
� 

KETUA TAl'O 

Namajelas 

NII' . 



U. CONTOH PAKTA INTEGRITAS 

Pi\K'fi\ !NTF,GRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penerimaan dana 

bantuan hibah dari Pemerintah l'rovinsi l'apua Harat, dcngan ini mcnyatakan 
bahwa saya: 

I. Tidak melakukan praktek KKN; 

?.. Akan melaporkan kepada pihak yang hi,rwajih/!,i,rwi,nang apabila 

mengetahui ada indikasi KJ.:N dalam rangka penerimaan bantuan hibab ini; 
3. nana bantuan hibah kcpada yang dircrima akan dipcrgunakan scsuai 

dengan rindan pcnggunaan biaya dart/ atau Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD); 

4. Apabila kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, 2 dan 3 karni 

bcrscdia dikcnai sariksi administrasi, dituntul ganti rugi alas kerugian 

daerah dan pktana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 

5. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan hibah Ini kepada 
Oubernur Papua Harat c.q. Kcpala OPD mclalui PPKD. 

6. Kami bertanggungjawab sccara formal rnaupun material atas penggunaan 

dana bantuan hibah ini; 

7. Kami akan menyimpan dcngan baik hukti-hukti pengeluaran yang Iengkap 
dun sah atas pcrtanggungiawaban bantuan ini untuk dipergunakan 

sebagaimana rnestinya selaku ohyek pemeriksaan. 

Manokwari, . 

Pcncrima Bantuan Hi.bah 
Organisasi/l.emt,,.ga 

Kemasyarakatan 

{ ) 



V. CONTOH KU!TANS! 

KU!TANS! 

Nomor: . 

Sudah Terima Dari 

Uang Sejumlah 
Terbilang 

Untuk Keperluan 

Kepala OPO . 

Rp . 
.................................................................................... 
Pernbayaran Bantuan !lihah Kcpada . 

Tahun J\ng_,;aran . 

Berdasarkan data penerima scbagai berikut: 
Belanja Bantuan Hibah kcpada Organisasi/ 

Lembaga Kcmasyarakatan 

Foto Wama 4x6 
Nama 

.Jabatan 
Pckerjaan 

Satuan Kcrja 
----- 

Hank 
No. Reken ing 

Surnber Dana 
llank/Pos 

setuju dibayar 

Kepala OPD . 

Nama so,·········--··· 

NIP . 

Dihayar Lunas Oleh: 
Bendahara 

Pengeluaran 

Nama . 
NIP . 

Manok-wari . 
Yang Menerima 

Materei Rpl0.000 

Na.ma . 



W. CON1'01l CEK Ll!>'T KJ•:l.l•:NGKAPAN DOKUMEN PENERBJTAN SP20 i.s 
HANTUA.N HIBAH/BANSOS 

KOP SUR .. T PEMER!NTAfl PROVINS! PA['UA BAR ... T 

CRK 1.181' KBLF:NGKAPAN D<)KuMt:N 

P!>Nl::Rl:!ITAN $?2[) r.s OANTUAN HIBAII/HANSOS 

Narna OPD 

NomorSPM 

TanggalSPM 
Nilai 8PM 

Nama l'cncrima 
Sumbcr Dana 

I --, 

5 

Menurut Mcnurul 

PPK Verifikator !,;etcrangan 

OPD BPKAD 

bar l) 

. 

' pencairan 
i oteh K(,tua 

i instansi 

rnasyarakaran 
. 
pcmohon 

t/ perorangan 

· Penerima 
mbaga 

a I - 

No. Uraian 

1 2 
!- Penerbita.u SPP I. 

l. Surat pengantar SPP-LS (SPP Lem 

2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lem bar 2) 
-- . 3. Rinclan SPP-LS (SPP Lcrnbar 3) 

- 
4. Salinan 8PO 

5. Pcrse.1.ujuan/ disposisi dun 
Gubcrnur/W�b/Sekda 

6. Persetujuan pcrmohonan 

bansos yang ditandatangan 
hagi pernohon Dansos dar 
vert.ikal/ organisasi semi 

pemerintah/organisasi ke 

7. Fotokopi idenutas dirt bagi 
dari kelompok masyaraka 

8. Nomor Rt:kening Hank dari 

Hibah/Uansos ata nama Le 
untuk pernohon dari lembag 



rmaterei, ditandatangani 
'ma hibah/bansos, 
OPD 

- wal 
- ,_ - -- 

ncana penggunaan dana 
sos 

- gritas bahwu hibuh/ bansos 
nakan sesuai dengan rencana 

an 
. - 

/lcgalitas lcmbaga 
- 

yataan Tanggun_ii Jawab 

. 
nSPM 

rliparaf PPK, distempel telah 
si, ditandatangani Pll/KPA 

a cap dinas - .. 
CATATANOPD 

r I l - 

C!\T!\T!\N HPKAD 

r I I 
Kcsimpulan Ya Tidak KE":terangan 

' n lengkap dan dapat Oiisi oleh 

gkan untuk diterbitkan verifikator 
Hl'KAD I 

lliball/ ban 

Dinyataka 

dipertimban 
SP'2D 

13. SK panitia 

14. Surat Pcm 
Mullak 

II. Penerbita 

1. SPM yang 

divcrifikas 

dan tcrten 

pengguna 
akan digu 

12. Pakta inte 

9. Kuitansi be 
oleh peneri 

bcndahara 

1 O. Proposal a 
1 1 . Rindau re 

Tanda tangan 
PPKPPKD 

Veritikator RPK!ID 

Manoh-v.·ari, . 

Kepala Sub Bidang 

Perbendaharaan 

.... / ... ./20 ... I rinyatakan lcngkap 
Puda tanggal 

- ' Tanda .J untuk kcberadaan, keabsahan, kcbcnaran perhitungan dan 

kelcngkapan dokumen pendukung. 



X. CONTOH CRK UST K1':LENGKAPAN DOKUM1':N PENERBITAN Sl"2U LS 
B/\NTUAN SOSIAL !:.'TUDI I.AN,JU'rAN 

PEMERINTAH PROVINS! PJ\PUA RARAT 

CKK usr KELENGKAPAN DOKUMEN 

PENl•:Rl:ll'l'AN SP2T) r.s HANTUAN SOSIJ\L !:.'TUDI LANJUTAN 

Nama Of'D 

NomorSPM 

T,u1ggal SPM 

N;!ai SPM 

Nama Penerima 

SumberDana 

Mcnurut Menurut I 
Uraian PPK Verifikater Keterangan 

OPT) HPKAD 

2 3 1 5 

I 

__ I I 

KTP elektronik {e-KTP) dan 
rhasiswa pemohon 

----- 
ekestillg Bank dari Pener-ima 

tas nam::i pEibacli 
����-- 

terangan masih aklif kuliah 

andatangani pihak kampus 
---+-----! 

ijazah Sl/S2 

si bermaterei, ditamfatangalli 

anSPP 

ngantar SPP-LS (SPP Lcmbar 11 I _._ __ __. 
n SPP-LS (SPP Lembar 2) 

--+-- 
Sl'P·LS (SPP l.cmhar 3) 

SPD 
---- 

uan/disposisi dari 

ur/\Vaguh/Sckda 

rmohonan pcnG1ira.tl bansos 
--!--- 

rencana pcnggunaan dana 

No. 

1 
� 
I. Penerbit 

I. · Surat pe 

2. Ringkasa 
:l. Rincian 

4. Salin an 

5. Persctuj 

Gubcrn 

6. Surat pc 

7. �incian 
ban sos 

8. Fot.okopi 

kartu rru 

9. Nomor }{ 

Bansos a 
�- 

10. Surat kc 
ya.tljl, dil 

1 I. Fotokopi 

12. Kuiwinta 



seneruna bansos, bendahara OPD I I engguna anggaran OPD 

intcgritas bahwa hibah/bansos I 

digunakan sesuai dengan rencana 
unaan 
Pernyataan Tanggung Jawab 
. 

sal awal 

itaJ> SPM I 
ang diparaf PPK, distempel tetah 

fikasi, ditandatangani PA/KPA 

ertera cap dinas 
- 

CATATAN Ol'D 
. I I I 

CATATAN BPKAD 

divert 

dan t 

pengg 
14. Surat 

Mutlak 

- 
oleh 1 

dan pe 

13 . Pakta 

akan 

1 s. !:'ropo 

II. Penerb 

r. SPM y 

Keterangan t Kesimpulan 

Dinyatakan lengkap dan dapat 
dipcrtimbangkan untuk diterbitkan 

S1"2JJ 

Ya Tidak 
Diisi oleh 
verifikator 

BPKAO I 
Manok-v.ari, I 

Tandatangan 

PPK PPKD 
Vcrifikator BPKAD 

Kcpala Sub Bidang 
Perbendaharaan 

...... / ....... /20 ... Dinyatakan lengkap 
Pada tanggal 

Tanda � untuk kcbcradaan ' keabsanan, kebenaran perhirungan dan 

kclcngkapan dokumen pendukung. 



Y. CONTOH SURAT PERMINTMN PEMDIAYAAN (SPPj 

Pt,;Ml,;l<INTAH l'l<OVINSI PAPUA BAR .. T 

.................................................. (NAMA OPO TF.KNIS) 

8URAT 1'1':RM!NTAAN 1'1':Ml::$L.O.YAAN (Sl'l? 

NOMOl<: / (NAM. .. OPD TEKlllS/SPP/ ./20,« 

RINCIAN (RENCANA) PENGGUNA,\N TA HUN ANGGARAN 202 l 

NO. Ul<AIAN I .JUMLAH (!q>) 

1. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. ... . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . I ...................... 

I ist. 

JUMLAII I ······················ 
Terbilang: ········---···········-·········--··········-················································· I - --- 

Manokwari, ..•....•.................... 20:c< 

PPTK / Petugas yang 
bertanggungjawab 

[Narna l.e.ngkap) 



Z. CONTOH SURAT PF,RNYATAAN TANGGUNGJA\V,\R MUTl.J\K (SPfJM) 

SU RA'I' l'r;J{NY A'l'AAN 'l'AN()(')lJ N(',JAWA H MUTIAK 

Yang hr.r1,m<1,i tangan di hawah ini: 

Nam a 
Nomor ldentiias (KTP/SIM) 

Ala mat 

.Jabatan 

Nomor HP /Telp 

Bertindak untuk dan atas nama 

Dcngan ini mcnyatakan bahwa scbagai pcncrima Uang Bclanja Tidak Tcrduga 
sesuai dcngan Surat Pcrmintaan Pembiayaan dan Rincian Rc.'Tlutna 
l'cnggunaan Dana Belanja Tidak Terduga serta pclaksanaannya telah 
mematuhi Peraturan Guhernur �pua Han;it rentang Pedoman Pengelolaan 
Delanja Tidak Terduga dan pcraturan pcrundangan undangan tcrkait scsuat 
ketentuan yang bcrlaku scrta saya ukan bertanggung jawab mutlak terhadap 
penggunaan dana Bclanja Tidak Tcrduga dimaksud. 

Apa oila dlkemudian hari diketahui tcrjaw penyimpangan dalam 
penggunaanuya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya berscdia 
menggann rl:::-tn menyetorkan keruglan tersebut ke Kas Daerah serta bersedia 
mcncrirna sanksi sesuai peraturan peruudangan-uudangan ya.r.ig berlaku. 

Dernikian Surat Pernyataan ini dibuar dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggung jawah serta untuk dipcrgunakan scbagaimana rncstinya. 

Manok·,1lari, 2():c;: 

Yang mcmbuat pernyataan, 

Materai i.?p 10.000 

Pj. GUBERNUR PAPUA BAR!\T, 

(;Ai'/1.fll 

PAULUS WATr;J{l'AUW 

Salinan scsuai 

Pembina Utama Madya IV /d 
NIP. 19650818199203!022 


